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Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 
 
A B S T R A K 
 
 
SAHRIR (B 111 12 650) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi 
(Studi Kasus Putusan PT Makassar No.5/Pid/2011/PT.Mks).” di bawah 
bimbingan Bapak Prof.Dr.H.M Said Karim S.H.,M.H.,M.Si sebagai 
Pembimbing I dan Ibu Dr.Nur Azisa S.H.,M.H sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh 
Kepala Desa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh 
Kepala Desa berdasarkan Putusan PT Makassar No.5/Pid/2011/PT.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yaitu pada Pengadilan 
Tinggi Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi, 
selain itu. Penulis juga melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan 
dengan cara menelaah buku-buku literature serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa 
penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak 
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada 
Putusan PT Makassar No.5/Pid/2011/PT.Mks.telah sesuai dan dari segi 
penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa ABDULLAH 
SAMAT SYAM DG NGASA memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan 
subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur 
pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan 
Kewenanagan oleh Kepala Desa pada Putusan PT Makassar 
No.5/Pid/2011/PT.Mks.Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis 
dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali 
secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya 
mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa. 
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dan ridho-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu 
korupsi.Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi 
juga terjadi dilevel pemerintahan desa. Layaknya gurita,korupsi semakin kuat melilit 
dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini.Segala upaya yang telah dilakukan untuk 
menahan dan memberantaspergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda 
kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban 
pembenaranempiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali.1 
Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkuppemerintahan daerah (desa) 
di berbagai negara. Korupsi sistematismenimbulkan kerugian ekonomi karena 
mengacaukan insentif, kerugianpolitik karena melemahkan lembaga-lembaga 
pemerintahan dan kerugiansosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan 
orang yang tidakberhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar 
sedemikianrupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum 
dianggapremeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya 
pembangunanekonomi dan politikan mengalami kemandegan. 
Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, 
bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa 
secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya 
langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on 
top). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan 
alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. 
                                                          
 
Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 
10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU Desa 
memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan 
penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang 
tidak diberikan ke Desa. Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan 
mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD.    
Dari dua sumber pendapatan desa di atas (ADD APBN & ADD ABPD), 
diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliyar di wilayah Jawa. 
Sedangkan desa di luar jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih 
besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan 
desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana 
bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten 
serta pendapatan asli desa. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan 
konsekuansi atas berlakunya UU Desa tahun 2014.   
Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus 
siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam PP Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan 
laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir 
anggaran kepada Bupati/Walikota.20 Namun, UU Desa tidak menyinggung sedikit 
pun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk 
pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh BPK. Berdasarkan UU Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan 
negara, maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan 
anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. 
Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, 
karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh 
BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa 
tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi 
karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan 
meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan 
audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bahkan 
korupsi. 
Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai 
kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan 
dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-
baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah 
KPK melakukan kajian UU Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun 
dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, 
yaitu regulasi-kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.2 
Peneliti ICW, menerangkan dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus 
korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan 
negara 205 miliar rupiah. Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu, kepala desa paling 
banyak. “Kepala Desa pelaku terbanyak tersangka korupsi. Ada 122 kepala desa 
dan disusul oleh aparat desa sebanyak 26 orang, 14 orang dari pelaksanaan 
kegiatan ekonomi desa, 11 orang dari orang lain, 7 orang dari Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan. 
Setelah menganalisis kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak 
korupsi di desa: penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan 
penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan danakarena para 
                                                          
 
aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka 
perbuat.3 
Kasus inilah yang terjadi pada salah desa di Sulawesi Selatan, yakni Dusun 
Taipale’leng Desa Bontobiraeng Utara Kec. Bontonompo Kab.Gowa, yang telah di 
putus berdasarkan 05/PID/2011/PT.Mks. oleh karenanya, dalam penulis skripsi ini, 
penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Penyalahgunaan Dana Desa 
Dalam Tindak Pidana Korupsi. 
B. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korupsi Dana desa dipandang dari 
sudut Hukum Pidana.  
2. Bagaimanakah penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum 
hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa 
pada putusan 05/PID/2011/PT.Mks. 
  
                                                          
 
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur perkara tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan dana desa pada putusan 05/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan 
05/PID.SUS.KOR/2011/PT.Mks 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum 
pidana yang dikaji. Yaitu tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa. 
 
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk 
memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan Penyidik Polri dan 
mahasiswa fakultas hukum / kalangan lain yang berminat. Serta untuk 
menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 
Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilakukan dari segi 
hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum 
berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Khusus dalam penelitian 
ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas 
mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindak 
 
pidana, terpenuhi atau tidaknya unsure-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukuman/sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
 
B. Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut delictum atau 
delicta, dalam bahasa inggris dan jerman disebut delict, dalam bahasa 
prancis disebut delit, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda 
tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 
unsur kata. Yaitu, straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana 
atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan feit 
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diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari 
 
suatu kenyataan. 
 
Dengan  demikian  secara  harfiah  strafbaarfeit  dapat  diartikan 
 
sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. 
 
Strafbaarfeit  meskipun  terdapat  dalam  WvS  belanda,  dengan 
 
demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi 
 
meskipun  begitu  tidak  terdapat  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang 
 
dimaksud dengan  strafbaarfeit  itu.  Maka para ahli hukum berusaha 
 
member arti dan isi dari istilah tersebut. 
 
Berikut ini beberapa pengertian strafbaarfeit/Delik yang 
 
dikemukakan para ahli : 
 
Menurut Pompe (Lamintang, 1984:173) menyatakan ; 
 
 
“Secara teoritis strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.” 
 
Moeljatno  (1985:54)  menggunakan  istilah  perbuatan  pidana 
 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan definisi sebagai 
 
berikut : 
 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar 
larangan tersebut).” 
 
Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R.Soesilo (1984:6) 
 
sebagai berikut : 
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“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat di hukum yaitu suatu perbuatan yang 
dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan diancam dengan pidana.” 
 
Akan tetapi, Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185) 
 
merumuskan Strafbaarfeit sebagai : 
 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum.” 
 
Alasan dari Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185) merumuskan 
 
strafbaarfeit seperti uraian diatas adalah : 
 
a. Untuk adanya suatu strafbarfeit itu disyaratkan bahwa disitu 
harus terdapat suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh 
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dpat dihukum.  
b. Agar suatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan tersebut 
harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang 
dirumuskan dalam undang-undang,  
c. Setiap Strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu “onrechtmatige handeling”. 
 
Dari berbagai istilah tentang Strafbarfeit/Delik yang telah 
 
diuraikan diatas, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak 
 
pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana lebih familiar 
 
dibanding istilah lain serta istilah tindak pidana bukanlah istilah yang 
 
awam bagi masayarakat Indonesia karena istilah tersebut telah 
 
digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
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2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik) 
 
Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus 
ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak 
pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak 
pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-
undang. 
 
Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli 
hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang 
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumusakan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-
unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut. 
 
a. Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis 
 
Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan 
 
aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsure-unsur tindak 
pidana. 
 
- Pandangan monisme 
 
Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, 
Van Bemellen, Wirjono Projodikoro. Yang merumuskan unsur-unsur 
delik sebagai berikut : 
 
1. Mencocoki rumusan delik. 
 
2. Bersifat melawan hukum. 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
3. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak 
ada alasan pemaaf. 
 
4. Dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi 
maka seseorang tidak dapat dipidana. 
 
- Pandangan dualisme 
 
Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh. 
Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsure subjektif 
dan unsure objektif. 
 
1. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu: 
 
- Dapat dipertanggungjawabkan 
 
- Ada kesalahan, sedangkan 
 
2. Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu: 
 
- Mencocoki rumusan delik 
 
- Bersifat melawan hukum 
 
b. Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. 
 
Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana 
 
yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUUHP), 
dan pelanggaran (Buku III KUUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak 
pidana dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana 
(Adami Chazawi, 2008:82), yaitu : 
 
- Unsur tingkah laku. 
- Unsur melawan hukum. 
- Unsur kesalahan. 
- Unsur akibat konstitutif. 
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- Unsur keadaan yang menyertai. 
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntut pidana. 
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
- Unsur objek hukum tindak pidana. 
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan 
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
 
Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan 
 
hukum  merupakan  unsur  subjektif  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan 
 
selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang 
 
bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku 
 
tindak pidana.  Sedangkan,  unsure objektif merupakan  unsur yang 
 
melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana. 
 
 
 
 
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik) 
 
Setelah  menguraikan  tindak  pidana  dari  segi  pengertian  dan 
 
unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak 
 
pidana. Jenis tindak pidana dapat diobedakan dalam beberapa kategori 
 
berikut : 
 
a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
 
Delik kejahatan (rechtsdelicten) terdapat pada buku II KUUHP 
 
yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak 
 
umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena 
 
merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan 
 
bertentang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata 
 
susila.  Sedangkan  delik  pelanggaran  diatur  dalam  buku  III  KUUHP 
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yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika 
perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. 
 
b. Delik formil dan delik materiil 
 
Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa 
menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP 
tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang 
dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana 
tersebut. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya 
berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUUHP 
tentang pembunuhan. 
 
c. Delik commisionis dan delik ommisionis 
 
Delik  commisionis  adalah  delik  yang  berupa  pelanggaran 
 
terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263, 285, 
362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 522 
KUUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUUHP tentang 
tidak menolong orang yang perlu di tolong. 
 
d. Delik dolus dan delik culpa 
 
Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapa unsur-unsur 
kesengajaan. Contoh Pasal 263 dan 338 KUUHP. Sedangkan delik 
culpa adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. 
Contoh : Pasal 201 dan 203 KUUHP. 
 
e. Delik biasa dan delik aduan 
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Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui 
aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak 
korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut 
ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa 
dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan. 
 
 
4.  Penyertaan (Concursus) 
 
Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, 
meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang 
digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya; 
(2)   Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang 
dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang 
dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan 
memalsukan atau merusak uang itu; 
(3)   Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 
364, 373,  379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-
turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan 
itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 
372, 378, atau 406. 
Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang 
berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya 
ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan 
pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (pasal 364), 
penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372) 
selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa 
(pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan 
barang biasa (pasal 406). 
 
 
C. Tindak Pidana Korupsi 
 
0. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
 
Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin 
corruptio yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. 
Selanjutnya diketahui bahwa corruptio berasal dari kata dasar 
corrumpore yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak 
bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran. 
 
Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, 
korupsi berasal dari kata corrupteia yang dalam bahasa latin berarti 
bribery atau seduction. Bribery diartikan sebagai pemberian kepada 
seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan 
pemberi. Sedangkan, seduction diartikan sebagai sesuatu yang 
menarik agar seseorang menyeleweng. 
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Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan: 
 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara.” 
 
 
2.  Sejarah Perundang-Undangan Korupsi. 
 
Berdasarkan sejarah, perundangan-undangan korupsi telah 
mengalami berbagai perubahan. Yang disebabkan karena bertambah 
banyaknya bentuk-bentuk korupsi, pihak-pihak (subjek) korupsi serta 
sanksi korupsi yang dinilai terlalu ringan. 
 
Berikut ini sejarah perundang-undangan korupsi : 
 
a. Masa Peraturan Penguasa Militer 
 
Pada  masa  ini  terdapat  berbagai  peraturan  penguasa  militer 
 
yang berhubungan dengan perbuatan korupsi yaitu : 
 
- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/06/1957 
dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat dan 
berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat. 
 
- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/08/1957 Tentang 
Penilikan Harta Benda. 
 
- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/011/1957 
Tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal 
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Mulanya di Peroleh dengan Perbuatan yang Melawan 
Hukum. 
 
- Peraturan  penguasa  perang  pusat  angkatan  darat  Nomor 
 
PRT/PEPERPU/013/1958 Tentang Pengusutan, 
Penuntutatn, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan 
Penilikan Harta Benda. 
 
b. Masa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 1960. 
 
PERPU No.24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, 
 
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, secara garis besar rumusan 
korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam PERPU ini adalah sebagai 
berikut : 
 
- Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara, 
daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang 
menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau 
badan hukum lainnya yang menggunakan modal dan 
kelonggaran-kelonggran dari Negara atau masyarakat. 
 
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
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atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
 
c. Masa Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang 
 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Menyadari akan kelemahan-kelemahan PERPU yang ada, maka 
 
dikeluarkanlah UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak 
 
Pidana Korupsi. UU yang baru ini menampakkan adanya banyak 
penyempurnaan, yaitu terutama dalam perumusan tindak pidana 
korupsi. 
 
d. Masa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Perumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
 
Undang-Undang ini terdiri atas berbagai pengertian, yaitu : 
 
- Korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) : 
 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000.00 (satu milyar).” 
 
- Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 : 
 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
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1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” 
 
- Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 
 
13 yang diambil dari pasal-pasal KUUHP secara garis besar 
dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok : 
 
1. Perbuatan yang bersifat penyuapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 
419, dan Pasal 420 KUUHP. 
 
2. Perbuatan yang bersifat penggelapan, yaitu Pasal 
415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUUHP. 
 
3. Perbuatan yang bersifat kerakusan, yaitu Pasal 423 
dan Pasal 425 KUUHP. 
 
4. Perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan dan 
rekanan serta leveransir, yaitu Pasal 387, Pasal 388, 
dan Pasal 435 KUUHP. 
 
e. Masa Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pada  fase  ini,  mulai  dikenal  adanya  lembaga  baru  yang 
 
menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Selain itu pada UU No.20 tahun 2001 
Pasal-Pasal yang mengenai kejahatan jabatan tidak lagi merujuk pada 
KUUHP akan tetapi langsung disebutkan rumusanya. 
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Jika dilihat  dari ketentuan pasalnya sebenarnya tidak banyak 
 
mengalami  perubahan.  Hanya  saja  terdapat  beberapa  hal-hal  baru 
 
yaitu : 
 
- Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B. dalam 
 
penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
 
gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 
 
pemberian uang, barang, rabat (diskon), peminjaman tanpa 
 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
 
wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. 
 
- Beban pembuktian terbalik yang diatur pada Pasal 37, Pasal 
37A, Pasal 38B sifatnya lebih tegas jika di banding UU No.31 
Tahun 1999. 
 
- Perluasan pengertian mengenai sumber perolehan alat bukti 
yang sah berupa petunjuk, Pasal 26A berbunyi sebagai 
 
berikut : 
 
alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) UU No.8 tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana. Khusus untuk tindak pidana 
korupsi juga dapat diperoleh dari :  
(a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 
alat optik atau yang serupa dengan itu dan  
(b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 
baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam 
secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 
yang memiliki makna. 
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3.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
 
Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu 
 
perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  terdapat 
 
pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang 
 
Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang 
 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya : 
 
Pasal 2 Ayat (1) : 
 
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar 
rupiah).” 
 
Berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut,  maka  unsur-unsur  tindak 
 
pidana korupsi yaitu : 
 
a. Setiap orang. 
 
b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. 
 
c. Dengan cara melawan hukum. 
 
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
 
Pada  Pasal  2  Ayat  (2)  ditambah  unsur  “dilakukan  dalam 
 
keadaan  tertentu”. Yang dimaksud dengan  keadaan  tertentu  ialah 
 
keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku 
 
tindak pidana korupsi. 
 
Pasal 3 : 
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“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 
paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” 
 
Berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut,  maka  unsur-unsur  tindak 
 
pidana korupsi yaitu : 
 
a. Setiap orang. 
 
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi. 
 
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
 
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
 
 
 
 
4.  Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
 
Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang 
 
Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang 
 
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  subjek  hukum  tindak 
 
pidana korupsi adalah : 
 
a. Pegawai Negeri 
 
Pengertian pegawai negeri (ambtenaar) pada UU No.20 tahun 
 
2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) 
 
yang dimaksud pegawai negeri adalah : 
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- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
 
Undang Tentang Kepegawaian. 
 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang 
 
Perubahan Atas UU No.8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
 
Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah : 
 
“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang- 
 
Undang Hukum Pidana (KUUHP). 
 
Pasal 92 KUUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai 
 
negeri adalah : 
 
Ayat (1) : 
 
1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota 
MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II) 
 
2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan 
pembentuk Undang-Undang. 
 
3. Anggota badan pemerintahan. 
 
4. Badan perwakilan rakyat. 
 
5. Kepala rakyat Indonesia asli, dan 
 
6. Kepala golongan timur asing. 
 
 
Ayat 2 : 
 
1. Hakim. 
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2. Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain). 
 
3. Ketua/anggota peradilan agama, dan 
 
 
 
 
1. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan 
darat, angkatan laut, dan angkatan udara). 
 
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara. 
 
- Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima 
bantuan dari keuangan Negara atau daerah. 
 
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat. 
 
b. Korporasi 
 
Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka 
terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu : 
 
- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
 
bertanggung jawab. 
 
Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha 
agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada 
perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam 
lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan 
oleh pengurus korporasi. 
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- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung 
jawab. 
 
Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang 
bertanggungjawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam 
perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat 
dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi 
tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatkan secara tegas 
dalam peraturan tersebut. 
 
- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab. 
 
Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan 
yang bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari 
korporasi. Dalam system ini memungkinkan untuk menuntut korporasi 
dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. 
 
c. Setiap Orang 
 
Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan UU No.20 Tahun 
 
2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan 
atau termasuk korporasi. 
 
Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai 
pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat 
pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum 
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melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  korporasi  yang 
 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
 
 
 
 
5.  Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  tipe  tindak  pidana  korupsi 
 
yang sering terjadi di Indonesia (Lilik Mulyadi, 2011:79). Berikut tipe- 
 
tipe tersebut : 
 
a. Tindak pidana korupsi tipe pertama 
 
Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang 
 
merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 
 
Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi : 
 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar 
rupiah).” 
 
b. Tindak pidana korupsi tipe kedua 
 
Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan 
 
dengan  penyalahgunaan  kewenangan,  korupsi  ini  telah  diatur  pada 
 
Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi : 
 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 
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paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” 
 
c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga 
 
Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 
 
UU No.20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat 
berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya : 
 
- Korupsi yang bersifat penyuapan 
 
Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun 
2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu pasal 209, Pasal 210, 
Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420. 
 
- Korupsi yang bersifat kecurangan 
 
Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi 
yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri 
yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang 
yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian 
bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 
2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, 
dan Pasal 435. 
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- Korupsi yang bersifat penggelapan 
 
Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan 
seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan 
kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau 
surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan 
uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain, 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan 
keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan 
Pasal 10 UU No,20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP 
yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417. 
 
- Korupsi yang bersifat pemerasan. 
 
Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan 
pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan 
kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu 
yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur padal Pasal 12 huruf (e) UU 
No.20 Tahun 2001. 
 
- Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi 
 
Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiahyang 
diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak 
dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka 
waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat 
berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, 
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liburan,  biaya  pengobatan  serta  fasilitas-fasilitas  lainnya.  Gratifikasi 
 
diatur dalam Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001. 
 
 
6.  Memperkaya Diri sendiri, atau orang lain atau korporasi  
 
Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, 
kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara 
bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan 
pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya 
sudah diperluas. Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua 
orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang 
dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” 
(atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya 
diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa 
yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”. [2] Dengan demikian 
perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan 
perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika 
terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara 
atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari 
pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan 
perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri 
atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan 
orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian 
memperkaya  orang  lain   saja walaupun  tidak memperkaya diri sendiri  
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adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini. Unsur “memperkaya diri 
atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) 
undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 
tahun 2001) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi” (vide Pasal 3 undangundang nomor 31 tahun 1999 jo 
undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat 
alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus 
menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si 
pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain. Unsur 
“memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit 
membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya 
kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi 
dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat 
dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana 
korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. 
Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu 
korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari 
perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur “merugikan 
keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama 
dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik 
menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi 
adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan 
diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi 
adalah kekuasaan,  dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan,  
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khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk 
melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi 
daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang 
terdesentralisasi ke tingkat lokal.  
 
 
D. Kepala Desa 
 
Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan 
 
desa. Yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 
 
Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang 
 
Desa, kewenangan kepala desa antara lain : 
 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. 
4. Menetapkan peraturan desa. 
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 
6. Membina kehidupan masyarakat desa. 
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa. 
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 
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 E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
 
 
Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud 
dengan putusan pengadilan. Berdasarkan perumusan Bab I Pasal 1 
Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUUHAP) yang 
dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 
 
Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim atau ratio 
decidendi memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya 
keadilan hukum. Maka dari itu terdapat berbagai pertimbangan yang 
harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu 
perkara. Yakni : 
 
1. Pertimbangan Yuridis 
 
Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang terdiri dari 
pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Yang dimaksud dengan 
pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam 
putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. 
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Sedangkan, pertimbangan fakta adalah pertimbangan hakim yang 
berorientasi pada lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus 
delicti), dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut 
dilakukan. 
 
2. Pertimbangan Non-Yuridis 
 
Pertimbangan Non-Yuridis merupakan merupakan pertimbangan 
yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat 
yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau 
kemampuan bertanggung jawab terdakwa. 
 
Selain dua jenis pertimbangan yang digunakan hakim 
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam prakteknya. Hakim 
juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya : terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak 
mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah pi pidana 
sebelumnya dan lain sebagainya. Sedangkan, hal-hal yang bersifat 
meringankan misalnya : terdakwa bersikap ko-operatif dalam 
persidangan, terdakwa belum pernah di pidana, terdakwa mengakui 
perbuatannya, dan lain sebagainya. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi penelitian di Makassar tepatnya di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut 
didasarkan karena kasus korupsi yang dikaji yaitu Putusan 
No.5/Pid.Sus/2011/PT.Mks, telah diputus secara incracht oleh 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar 
tanpa ada upaya hukum lebih lanjut oleh terdakwa. 
 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data yang memiliki 
kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data–data tersebut 
berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya : 
 
1. Data primer 
 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian 
melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Polres Gowa 
dan Pengadilan Sungguminasa, yang mengadili kasus korupsi ini. 
 
2. Data sekunder 
 
Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku 
hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan 
dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan skripsi. 
 
 
 
 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah 
yang dikaji Penulis, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : 
 
1. Penelitian pustaka (Library Research) 
 
Dalam penelitian pustaka, Penulis melakukan pengumpulan data 
melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, majalah, Koran, 
dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki 
keterkaitan dengan materi pembahasan Penulis. Sehubungan dengan 
itu, Penulis akan mengadakan studi pustaka di perpustakaan pusat dan 
perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang Penulis 
anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam 
penulisan skripsi ini. 
 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
 
Dalam hal ini Penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan 
penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik interview (wawancara) 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 
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D. Teknik Analisis Data 
 
Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang 
tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang 
terpadu dan sistematis maka Penulis menggunakan teknik analisis data 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat dengan penelitian ini. 
 
Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk 
deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan 
serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi  
dalam Putusan PT Makassar No.5 /Pid / 2011 /PT.Mks. 
 
Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin 
penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang 
Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap 
keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan 
hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa 
(Subsidiaritas) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 
Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah 
berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa Rp 20,76 
Trilliun, tahun 2016 Rp 46,98 Trilliun dan tahun 2017 Rp 60 Trilliun 
untuk jumlah desa 74.954, dengan prioritas penggunaan untuk 
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal 
secara swakelola.  
Dalam ranah Sulawesi Selatan, beberapa kasus korupsi dana desa 
mencuat ke permukaan sepanjang tahun 2007-2017 kasus korupsi 
dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa. 
Berbicara tentang korupsi, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari 
perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, Dengan 
demikian, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri 
sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena 
jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan 
negara. 
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Orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-
orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan 
kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari 
beberapa kasus korupsi DD/ADD yang terjadi di Indonesia khususnya 
di Sul-Sel terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak 
korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka 
memilik akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana 
disebutkan di Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa pasal 3 disebutkan bahwa Kepala desa 
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 
mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa 
yang dipisahkan.  
Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, 
ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu : 
(1) Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar 
kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;  
(2) Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaaan bangunan 
fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;  
(3) Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke 
rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;  
(4)  Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku  
(5) Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket 
penginapan/perjalanan;  
(6)  Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa;  
(7) Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara 
pemalsuan bukti pembayaran;  
(8)  Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke 
kantor pajak; dan. 
(9)  Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun 
diperuntukkan secara pribadi. 
Dalam Putusan PT.Makassar Nomor 5/Pid/2011/PT.Mks ABDULLAH 
SAMAT SYAM DG NGASA pada hari dan tanggal yang tidak dapat 
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ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2007 s/d Mei 2008, 
bertempat di Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa di putuskan bersalah telah melakukan Tindak pidana 
korupsi Penyalahgunaan dana Desa dengan cara membuat data fiktif 
dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa 
pada Triwulan I – Triwulan IV sehingga mengakibatkan kerugian 
negara sebesar kurang lebih Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta 
empat ratus empat ribu lima puluh empat rupiah). 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PT 
Makassar No.5 /Pid / 2011 /PT.Mks. 
 
 
Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya 
seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara 
yakni sebagai berikut : 
 
(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”  
(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 
mati dapat dijatuhkan.” 
 
 
Dan Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana tentang perbuatan berlanjut 
 
Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi  yang 
 
Penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Dalam 
 
Tindak  Pidana  Korupsi  berdasarkan  Putusan Pengadilan Tinggi  Makassar 
 
    No.5 /Pid / 2010 /PT.Mks. yakni sebagai berikut : 
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1. Posisi Kasus 
 
Bahwa terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA pada hari 
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2007 
s/d Mei 2008, bertempat di Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negri Sungguminasa telah 
melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan 
hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa pada tahun 2007 di Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa mendapat bantuan berupa Alokasi Dana 
Desa sebesar Rp.73.273.647,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh 
tiga tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh) yang penyaluran dan pencairan 
dana tersebut dilakukan secara bertahap dalam empat triwulan yaitu pada 
bulan Mei 2007 di Desa Bontobiraeng Utara mendapatkan bantuan Alokasi 
Dana 0egfe untuk triwulan pertama sebesar Rp.18.318.412,- (Delapan belas 
juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) dan bantuan 
Alokasi Dana Desa tersebut diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya 
Terdakwa menggunakan bantuan Alokasi Dana Desa tersebut untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa maupun untuk 
pembayaran upah/horor di desa BontoBiraeng Utara dan sebagai 
pertanggung jawaban dari penggunaan dana tersebut sekitar bulan juli 2007 
bertempat di Desa Bontobiraeng Utara Terdakwa membuat laporan 
Pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut berupa surat pertanggung 
jawaban penggunaan alokasi dana desa triwulan pertama dan dalam surat 
pertanggung jawaban tersebut Terdakwa mencantumkan bahwa dana 
tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut  
- BelanjaPembinaan PKK      :  Rp.    500.000,- 
- Honor KepalaDusun :  Rp.  1.200.000,- 
- Honor BPD :  Rp.    500.000,- 
- Honor Ketua LKMD :  Rp.    100.000,- 
- BelanjaBarangPakaiHabis / ATK :  Rp.    500.000,- 
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- Belanja Modal PengadaanMejaKerja : Rp. 2.500.000,- 
- Belanja Modal PengadaanMejaRapat :  Rp. 500.000,- 
- Belanja Modal PengadaanKursiKerja :  Rp. 1.000.000,- 
- Belanja Modal PengadaanKomputer :  Rp. 5.000.000,- 
- Belanja Modal Rehab Kantor Desa :  Rp. 6.518.412,02- 
                    Jumlah : Rp.18.318.412,02 
 
Selanjutnya pada bulan September 2007 Desa Bontobiraeng Utara 
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa kembali mendapat bantuan 
Alokasi Dana Desa Untuk triwulan kedua sebesar Rp.18.318.412,- (delapan 
belas juta tiga ratus delapan belasribu empat ratus dua belas rupiah) dan 
bantuan Alokasi Dana Desa tersebut diterima oleh Terdakwa dan 
selanjutnya Terdakwa menggunakan Dana tersebut untuk membiayai 
kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa maupun untuk pembayaran 
upah/honor di Desa Bontobiraeng Utara dan sebagai pertanggung jawaban 
dari penggunaan dana tersebut sekitar bulan September 2007 bertempat di 
Desa Bontobiraeng Utara Terdakwa membuat laporan Pertanggung jawaban 
penggunaan dana tersebut berupa surat pertanggung jawaban penggunaan 
alokasi dana desa triwulan kedua dan dalam surat pertanggung jawaban 
tersebut Terdakwa mencantumkan bahwa dana tersebut digunakan untuk 
kegiatan antara lain sebagai berikut : 
 
- BelanjaPembinaan PKK       : Rp.   600.000,- 
- Honor KepalaDusun : Rp.  1.200.000,- 
- Honor BPD : Rp. 1.500.000,- 
- Honor Ketua LKMD : Rp.   150.000,- 
- BelanjaBarangPakaiHabis / ATK : Rp.   682.094,- 
- Belanja Modal PengadaanAlmari : Rp.   700.000,- 
- Belanja Modal PengadaanInstalasi : Rp. 2.500.000,- 
Listrik 
- Belanja Modal Pengadaan pompa air  : Rp.2.500.000,- 
 
Dan sumur bor 
- Bantuan rehab Masjid        : Rp. 4.000.000,- 
- Belanja Modal Rehab Kantor Desa : Rp. 3.486.318,- 
                                                   Jumlah : Rp. 18.318.412,- 
 
Selanjutnya pada bulan November 2007 Desa Bontobiraeng Utara kembali 
mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk triwulan ketiga sebesar 
Rp.18.318.412,- (delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat 
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ratus dua belas rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa tersebut diterima 
oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut 
untuk membiayai kegiatan pengadaan barang/jasa maupun untuk 
pembayaran upah/ honor di desa Bontobiraeng Utara dan sebagai 
pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut sekitar bulan 
November 2007 bertempat di Desa Bontobiraeng Utara Terdakwa membuat 
laporan pertanggungjawaban pengunaan dana tersebut berupa surat 
pertanggungjawaban penggunaana lokasi dana triwulan ketiga dana dalam 
surat pertanggung jawaban tersebut Terdakwa mencantumkan bahwa dana 
tersebut digunakan untuk kegiatan kegiatan antara lain sebagai berikut : 
 
- BelanjaPembinaan PKK    : Rp.  1.000.000,- 
- BantuanBantuanPemuda : Rp. 1.000.000,- 
- Honor KepalaDusun : Rp.   600.000,- 
- Honor BPD : Rp.   700.000,- 
- Belanjacetakpengadaan : Rp.   250.000,- 
- Belanjapengadaankursisewa : Rp.  5.000.000,- 
- Bantuanrehap masjid     : Rp.  1.000.000,- 
- Belanjaperbaikanjembatan : Rp. 3.418.589,- 
- Belanja modal rehapkantorDesa : Rp. 5.286.823,- 
 
                                              Jumlah: Rp.18.318.412,- 
 
Kemudian pada bulan Desember 2007 Desa Bontobiraeng Utara 
mendapatkan lagi bantuan Dana Alokasi Desa  untuk triwulan keempat 
sebesarRp. 18.318.412,- (delapan belas jutatiga ratus delapan belas ribu 
empat ratus dua belas rupiah) namun penyalurannya dilakukan dalam dua 
tahap yaitu sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) dilakukan pada 
bulan Desember 2007 dan Rp.8.318.411,- (delapan juta tiga ratus delapan 
belas ribu empat ratus sebelas rupiah) dilakukan pada bulan Mei 2008 dan 
dana bantuan tersebut diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa 
menggunakan Dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
pengadaaan barang/jasa maupun untuk pembayaran upah/honor di Desa 
Bontobiraeng Utara dan sebagai pertanggungjawaban dari penggunaan 
dana tersebut sekitar bulan Desember 2007 bertempat di Desa 
Bontobiraeng Utara Terdakwa membuat laporan Pertanggungjawaban 
penggunaan dana tersebut berupa surat pertanggung jawaban penggunaan 
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alokasi dana desa triwulan keempat dan dalam surat pertanggung jawaban 
tersebut Terdakwa mencantumkan bahwa dana tersebut digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : 
 
- BelanjaPembinaan PKK       :  Rp.   400.000,- 
- Belanjaperjalanandinas  :  Rp. 1.500.000,- 
- Belanjaperbaikanjembatan  :  Rp.  6.418.000,- 
- Belanja Modal Pengadaanjembatan  :  Rp.  10. 000.000,- 
 
                                                 Jumlah:  Rp.18.318.412,- 
Bahwa jumlah bantuan Alokasi Dana Desa untukBonta biraeng Utara yang 
telah diterima oleh Terdakwa dari triwulan keempat seluruhnya adalah 
sebesar Rp.73.273.647,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu 
enam ratu sempat puluh tujuh rupiah) namun kegiatan-kegiatan yang 
dicantumkan oleh Terdakwa dalam surat pertanggugjawaban pengguna 
alokasi dana desa tersebut baik kegiatan pengadaan barang/jasa maupun 
pembayaran upah/honor terdapat kegiatan-kegiatan yang fiktif dan juga 
terdapat kegiatan yang fisiknya tidak sesuai antara yang Terdakwa "laporkan 
dalam surat pertanggung]awaban penggunaan alokasi dana desa dengan 
kenyataan yang sebenarnya yaitu antara "Lain sebagai berikut : 
 
No URAIAN JUMLAH KETERANGAN 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
HONOR KEPALA 
DUSUN 
 
 
 
-TIDAK DIBAYARKAN 
 
 
 
 
- DUSUN 
FIKTIF(DUSUN 
BONTOKIDAENG) 
 
 
HONOR ANGGOTA 
BPD/LKMD 
 
 
 
 
BELANJA ATK 
 
Rp.1,700.000,- 
 
 
 
 
Rp.1,000.000,- 
 
 
 
 
Rp.1,950.000,- 
 
 
 
 
Rp.250,000,- 
 
 
 
 
 
Rp.1,000.000,- 
 
DARI HONOR DUA ORANG KADUS 
SEBESAR Rp. 2.000.000 HANYA 
DITERIMA Rp. 300.000 OLEH IWAN 
NASSA, KADUS TAIPELELENG  
 
DUSUN BONTOKIDAENG TIDAK 
ADA DI DUSUN BONTOKIDAENG. 
YANG ADA ADALAH DUSUN 
KOKOWA DAN TAIPALELENG 
 
DARI PEMBAYARAN 
Rp.2.700.000,00 DITERIMA OLEH 
LIMA ORANG ANGGOTA BPD 
MASING-MASING Rp.150.000 
 
YANG MENANDATANGANI 
KUITANSI(MUH.SYARIF)MENGAKU 
TIDAK PERNAH MENERIMA UANG 
DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN 
PEMBELIAN ATK. 
 
DARI 5 BUAH YANG DILAPORKAN 
SENILAI Rp.2.5000, FISK YANG 
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5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
PENGADANN MEJA 
KERJA 
 
 
 
PENGADAAN 1 SET 
KOMPUTER 
 
 
 
 
 
 
 
REHABILITAS 
KANTOR DESA 
 
 
 
 
PEMASANGAN 
INSTALSI LISTRIK 
 
PENGADAAN 1 UNIT 
ALMARI 
 
 
PENGADAAN SUMUR 
BOR 
 
 
 
 
 
BANTUAN REHAB 
MASJID 
 
 
 
 
BANTUAN KEPADA 
ORGANISASI 
PEMUDA  
 
PENGADAAN KURSI 
 
PERBAIKAN 
JEMBATAN 
 
 
 
Rp.5,000.000,- 
 
 
 
 
Rp.12,404,053,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp.2,500.000,- 
 
 
 
 
 
Rp.700.000,- 
 
 
Rp.2,500.000,- 
 
 
 
Rp.1,000.000,- 
 
 
 
 
 
 
Rp.500,000,- 
 
 
 
 
 
Rp.5,000.000,- 
 
 
Rp.19,000.000,- 
ADA HANYA 2 BUAH (FIKTIF 3 Bh) 
 
 
TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN, 
KARENA DIGUNAKAN SEBAGAI 
JAMINAN ATAS UTANG PRIBADI 
KADES. 
 
TIDAK ADA PEK REHAB KANTOR 
DESA PADA TAHUN 2007 (di-spj-
kan Rp.15.291.553), YANG ADA 
ADALAH PEMASANGAN PAVING 
BLOK JALAN MASUK, SENILAI 
Rp.2.337.500,00 (HARGA PAVING 
BLOK DAN BIAYA PASANG 
Rp.550.000,00) 
 
FIKTIF : PEMASANGAN INSTALSI 
LISTRIK DILAKUKAN PADA TAHUN 
2005 BERSAMAA DENGAN SAAT 
PEMB. KANTOR DESA (PADA 
MASA KADES SEBELUMNYA) 
 
FIKTIF 
 
 
FIKTIF : TREMASUK DIDALAMNYA 
ONGKOS KERJA SENILAI 
Rp.360.000,00. 
 
PENGURUS DAN PANITIA 
PEMBANGUAN MESJID J8URUL 
TAQWA, DUSUN KOKOWA 
(ABD.HAMID KANENG RTIDAK 
PERNAH MENERIMA 
BONTOBIRAENG 
UTARAAN/BANTUAN. 
 
FIKTIF : PENANDATANGANAN 
KWITANSI An.MUH.SYARIF 
MENGAKU TIDAK PERNAH 
MENERIMA PENYALURAN 
DIMAKSUD. 
 
FIKTIF 
 
 
FIKTIF : TERMASUK DIDALAMNYA 
UPAH KERJA Rp.3.700.000,-  
 JUMLAH Rp.55,404,054,-  
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sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengkibatkan kerugian Negara 
sebesar kurang lebih Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus 
empat ribu lima puluh empat rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undangNomor 31 Tahun 
1993 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana yang 
telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No: 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA diajukan ke 
persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan 
Reg.Perkara : PDS -04 / Sungg / 11 / 2010, tertanggal 20 Nopember 
2010 dengan dakwaan sebagai berikut : 
PRIMAIR 
------Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA  
pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Mei 
2008 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa 
Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 
atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah 
Kabupaten Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk 
dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Makassar yang berhak mengadili dan 
memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
Pada tahun 2007, tersangka Lk.ABDULLAH SAMAT SYAM DG 
NGASA selaku Kepala Desa Bontobiraeng Utara telah 
menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007 
untuk Desa Bontobiraeng Utara,Kec.Bontonompo,Kab.Gowa, 
dimana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diterima oleh 
tersangka dalam IV Triwulan, masing-masing triwulan I diterima 
48 
 
 
langsung oleh tersangka diBank BPD Cabang Gowa pada 
tanggal 28 Mei 2007 dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan 
belas juta tiga ratus delapan belas riibu empat ratus dua belas 
rupiah), Triwulan II di berikan pada tanggal 10 September 2007 
dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan belas juta tiga ratus 
delapan belas riibu empat ratus dua belas rupiah), Triwulan III di 
berikan pada tanggal 22 November 2007 dananya sebesar Rp. 
18.318.412 (delapan belas juta tiga ratus delapan belas riibu 
empat ratus dua belas rupiah), Triwulan IV di berikan pada 
Bulan Desember 2007 dananya sebesar Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2008 dananya 
sebesar Rp. 8.318.411,- (delapan juta tiga ratus delapan belas 
ribu empat rratus sebelas rupiah), sehingga dana 
keseluruhannya Rp. 73.273.644,00 (tujuh puluh tiga juta dua 
ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat 
rupiah). 
Bahwa dana yang diterima oleh tersangka tersebut, tidak 
disalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana petunjuk 
teknis penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 yang 
diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2007 
tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi dana Desa 
Kabupaten Gowa tahun 2007 dan sebagian besar kegiatan 
pengadaan barang / jasa dan pembayaran upah/honor adalah 
tidak benar/fiktif, diantaranya termasuk keterangan/pengakuan 
dari Kepala Desa bahwa beberapa nama orang/pihak yang 
disebutkan sebagai penerima pembayaran dalam bukti-bukti 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD yang dibuat oleh 
Tersangka ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA adalah tidak 
benar ( tanda tangan dipalsukan). 
Bahwa akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian 
negara sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat 
ratus empat ribu lima puluh empat rupiah). 
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------Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 Ayat (1 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 64 KUH Pidana. 
 
SUBSIDAIR 
 
------Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA  
selaku kepala Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 63/KEP/II/2007 
tanggal 12 Februari 2007 Tentang Pengesahan Pengangkatan 
Kepala Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai 
dengan bulan Mei 2008 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 
bertempat di Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa atau pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Kabupaten Gowa atau pada tempat lain 
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang berhak 
mengadili dan memutus perkara ini, Telah melakukan 
beberapa perbuatan atau hubungannya sedemikian rupa 
sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 
Rp.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus 
Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu 
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lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 
1.20.05.02.00.02 2007 tanggal 02 Januari 2007 untuk 
bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota/Desa. 
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut 
pemohon bantuan harus membuat Surat Permohonan 
ditujuan kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi dari 
SKPD masing-masing selanjutnya Surat Permohonan 
tersebut harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana 
dalam Pasal 13 Pergub Nomor : 149 Tahun 2007 sebagai 
berikut : 
 
1. Pemohon bantuan keuangan mengajukan proposal 
yang memuat tentang :  
a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi). 
b. Maksud dan tujuan (dampak atau perubahan yang 
diharapkan). 
c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa 
dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk 
penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima 
manfaat). 
d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang 
diperoleh dari kegiatan yang dilakukan). 
e. Kegiatan yang direncanakan dalam waktu 
pelaksanaan. 
f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).  
2. Permohonan bantuan keuangan untuk kebutuhan fisik 
harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi 
yang meliputi gambar rencana dan konstruksi 
bangunan serta RAB dan persyaratan teknis lainnya.  
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bontobiraeng Utara 
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa berdasarkan 
Pasal 14 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai beriikut :  
(1) Kepala  desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  
urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan.  
(2) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud 
pada Ayat (1) kepala desa mempunyai wewenang : 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama 
BPD. 
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b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 
persetujuan bersama BPD. 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan 
desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama BPD. 
e. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan Negara guna meningkatkan Kesejahtera 
an masyarakat desa. 
f. Membina kehidupan masyarakat desa. 
g. Membina perekonomian desa. 
h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara 
partisipatif. 
i. Mewakili desanya di dalam di luar pengadilan dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 
dan 
j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bontobiraeng Utara 
sekaligus sebagai penerima Bantuan Keuangan 
mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan 
pembangunan drainase sebagaimana peruntukan 
bantuan keuangan, namun ternyata terdakwa dalam 
pelaksanaan tugas dan Fungsinya tersebut telah 
menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak 
melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana 
peruntukan bantuan keuangan sehingga perbuatan 
terdakwa selaku penerima bantuan keuangan 
sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pakta 
Integritas sebagai berikut : 
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1. Pasal 133 Ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
yang berbunyi : 
(2)”penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan 
bantuan keuangan bertanggung jawab atas 
penggunaan uang/barang/atau jasa yang diterimanya 
dan  wajib menyampaikan laporan pertanggung 
jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.” 
2. Pasal  24  Ayat  (1)  Pergub  No.  149  Tahun  2009 
Tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan 
Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang 
berbunyi : 
“seluruh penerima hibah dan bantuan wajib 
menggunakan dana tersebut untuk tujuan serta 
kegiatan seperti tercantum pada proposal yang 
disetujui.” 
3. Pasal 29 Pergub No. 149 Tahun 2009 Tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, 
Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD 
Prov. Sul-Sel yang berbunyi : 
“penerima hibah, bantuan social dan bantuan 
keuangan tidak boleh mengalihkan uang dan/atau 
barang yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak 
sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” 
4. Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2007 yang 
ditandangani oleh terdakwa selaku penerima bantuan 
keuangan yang memuat perihal terdakwa menyatakan 
janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari 
Pemprov Sul-Sel untuk kegiatan pembangunan 
drainase akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
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- Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam 
proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi 
dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut. 
- Saya memegang teguh komitmen, bahwa 
transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan 
yang diperbolehkan peraturan perundang-
undangan. 
- Saya akan menyediakan rincian informasi secepat 
mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga, 
atau organisasi yang berkepentingan berkaitan 
dengan hal-hal dan kegiatan yang berada dalam 
kewenangan saya. 
- Saya bersedia memberikan laporan penggunaan 
dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur 
Sulawesi Selatan. 
- Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan 
maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa. 
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas 
secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri 
yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 
Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus empat 
ribu lima puluh empat rupiah). atau sekitar jumlah itu 
sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara pada Bantuan Desa dari Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun Anggaran 2007 pada 4 (empat) Desa di 
Kabupaten Gowa dengan Nomor : 700.04 / 294 / VI / 
IRKAB / 2013 tanggal 30 Mei 2006 oleh Inspektorat 
Kabupaten Gowa. 
 
------perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUH 
Pidana. 
 
3.  Alat Bukti 
 
Adapun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
 
dalam persidangan yakni Sebagai berikut : 
 
a. Keterangan Saksi 
 
1. Saksi : MAPPATAJA SITUJU, identitas sebagaimana dalam 
berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah 
menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut : 
 Pada Saat di periksa saksi dalam kedaan sehat jasmani dan 
rohani serta saksi mengerti di periksa dan akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya. 
 Saksi jelaskan bahwa menjabat selaku camat Bontonompo 
sejak Bulan Agustus 2006 s/d Agustus 2007 dan sekarang 
saksi sudah pensiun. 
 Saksi jelaskan bahwa tugas selaku Pembina dalam hal 
Pengunaan Anggaran ADD tahun anggaran 2007, di desa 
Bontobiraeng utara, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa dan 
tanggung jawab saksi yaitu menandatangani Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Triwulan Pertama tahun 2007 tersebut 
 Saksi jelaskan bahwa kenal dengan saudara ABDUL SAMAT 
SYAM karena ada hubungan keluarga dengan Istrinya dari 
Kepala Desa bontobiraeng tersebut dan ada hubungan kerja 
sewaktu saksi menjabat yaitu antara Bawahan dan atas di 
kantor Camat Bontonompo. 
 Saksi jelaskan bahwa Mekanisme Rencana / penyaluran dan 
pencairan dana ADD tahun anggaran 2007 Untuk 
Penggunaan ADD yang tertuang dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di tuangkan 
dalam Daftar Rencana Kegiatan Anggaran (DRKA) ADD , 
selanjutnya di serahkan oleh Kepala desa dan di laporkan ke 
camat sebagai bahan pemantau. 
 Daftar Rencana Kegiatan Anggaran (DRKA) yang telah di 
serahkan Kepala desa di gunakan sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan ADD dan merupakan salah satu 
bahan/ dokumen kelengkapan administrasi untuk proses 
penyaluran dan pencairan dana di samping perdes tentang 
APB Desa.   
 Untuk Pencairan Dana ADD di lakukan oleh Kepala Desa 
yang mana dana ADD tersebut masuk ke rekening kepala 
desa kemudian Kepala desa mencairkan dana tersebut 
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kemudian diterima dan di bukukan , di simpan dan di 
keluarkan oleh bendahara desa. 
 Yang saksi ketahui dan tanda tangani penyaluran ADD tahun 
anggaran 2007 untuk Triwulan Pertama dengan ketentuan 
setelah semua persyaratan Administrasi terpenuhi dan 
adanya kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pencairan 
selanjutnya di lakukan dengan ketentuan setelah 
penggunaan Dana sebelumnya di pertanggung jawabkan. 
 Saksi jelaskan bahwa mengetahui Rencana Kegiatan secara 
umum yang di buat oleh Kepala Desa bontobiraeng utara 
untuk anggaran ADD tahun anggaran 2007 Triwulan 
Pertama , yaitu :  
 Belanja pembinaan PKK.  Rp.     500.000,-  
 Honor Kepala Dusun   Rp.  1.200.000,- 
 Honor BPD    Rp.     500.000,- 
 Honor Ketua LKMD   Rp.     100.000,- 
 Belanja barang pakian habis / ATK Rp.     500.000,- 
 Belanja modal pengadaan meja kerja. Rp.   2.500.000,- 
 Belanja modal Pengadaan meja rapat. Rp.      500.000,- 
 Belanja Modal pengadaan Kursi kerja Rp.   1.000.000,- 
 Belanja modal pengadaan Komputer. Rp.   5.000.000,- 
 Belanja Modal rehap kantor Desa Rp.   6.518.412,02 
 Jumlah Keseluruhan    Rp. 18.318.412,02,- 
 
 Setelah saksi melihat DRKA dari Kepala desa Bontobiraeng 
kemudian mendatangani DRKA tersebut. 
 Saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui apakah kepala desa 
bontobiraeng utara saudara ABDULLAH SAMAT SYAM 
membuat tim atau tidak dalam pengelolaan ADD tahun 
anggaran 2007 untuk triwulan pertama tersebut. 
  Saksi setelah di perlihatkan DRK oleh kepala desa 
bontobiraeng utara tersebut untuk Pencairan dan 
penggunaan anggaran ADD tahun 2007 triwilan I, saksi tidak 
di sampaikan kembali apakah dananya telah terima atau 
tidak. 
  Saksi mengetahui secara Teknis dalam hal penggunaan 
anggaran ADD tahun anggaran 2007 tersebut adalah PMD 
kab. Gowa dan BAWASDA kab. Gowa yang meneliti, menilai 
dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan 
anggaran ADD tahun anggaran 2007 tersebut. 
  Saksi jelaskan bahwa yang menandatangani DRKA adalah 
kepala Desa bontobiareng utara dan pada saat itu saksi  
sudah pensiun dan diganti oleh saudara H. ABD. RAUF, 
S.Sos. M.Si selaku camat Bontonompo tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2008 sehingga saudara H. ABD. RAUF S.Sos. 
M.Si yang juga mendatangani DRKA dari kepala desa 
Bontobiraeng utara tersebut. 
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2. Saksi : Drs. AHMAD WAHID : identitas sebagaimana berkas 
perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut 
Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
 Pada saat di periksa saksi dalam kedaan sehat jasmani dan 
rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya. 
 Saksi bekerja di kantor PMD kab. Gowa sejak tahun 1981 
yang dulunya bernama BANGDES dan Saksi menjabat 
Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa terhitung sejak tahun 
2003 sampai sekarang dan tugas pokoknya yaitu membantu 
pimpinan dalam bidang usaha ekonomi Desa. 
 Saksi membenarkan bahwa seluruh desa di kab. Gowa pada 
tahun 2007 telah mendapatkan dana bantuan dari 
pemerintah/ APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) melalui 
kantor pemberdayaan masyarakat desa (PMD) kab. Gowa, 
adapun jumlanya sebesar Rp. 10.448.450.000,- (sepuluh 
milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus 
lima puluh ribu rupiah) yang di berikan kepada 123 (seratus 
dua puluh tiga) desa di Kab. Gowa. 
 Saksi jelaskan bahwa yang di beri tugas mengurus ADD 
adalah Seksi Usaha Ekonomi desa yang mana kepala 
seksinya adalah saksi sendiri. 
 Saksi jelaskan bahwa tugasnya selaku Kasi PMD dalam 
pengurusan ADD yang bertugas selaku tim Pembina dan 
fasilitasi kabupaten dengan sasaran pembinaan adalah 
pengelola tingkat desa. 
 Saksi jelaskan bahwa ADD di gunakan untuk : 
 Akumulasi dana yang di terima oleh desa di gunakan 
sebesar 30 % uuntuk biaya oprasional pemerintah desa dan 
BPD dengan rincian : 
 75 % untuk biaya oprasional pemerintah desa antara lain : 
bantuan tunjangan /instensif kepala dusun , biaya 
administrasi, biaya perjalanan dinas , biaya oprasional 
lembaga kemasyarakatn desa dan lain-lain pengeluaran 
rutin. 
 25 % di gunakan untuk biaya oprasional BPD antara lain : 
bantuan tunjangan sidang dan biaya oprasional BPD lainnya. 
 70 % diguankan untuk belanja publik dan pemberdayaan  
masyarakat yang antara lain : Penaggulangan Kemiskinan, 
Peningkatan kesehatan masyarakat, Peningkatan pendidikan 
dasar, Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana 
perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, 
dan prasarana sosial. 
  Saksi jelaskan bahwa rencana dan mekanisme penyaluran 
dan perincian dana penggunaan ADD di tuangkan dalam 
Daftra Rencana Kegiatan Anggaran (DRKA) yang telah di 
sahkan oleh kepala desa dan di laporkan kepada Camat 
sebgai bahan pemantau, DRKA yang telah di sahkan kepala 
desa di gunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD 
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dan merupakan salah satu bahan/ dokumen kelengkapan 
administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana 
sebagai berikut : 
  Penyaluran ADD di lakukan melalui penggunaan anggaran / 
pimpinan program kepada masing-masing desa dengan 
rekening atas nama Kepala desa bersangkutan,selanjutnya 
kepala desa mencairkan dana dimaksud dan kemudian di 
terima , di bukukan , disimppan dan di keluarkan oleh 
bendahara desa . 
  Penyaluran dan pencaiiran dana di lakukan dalam 4 (empat) 
triwulan dengan ketentuan setelah semua persyarakat 
administrasi terpenuhi dan adanya kesiapan untuk 
melaksanakan kegiatan perincian selanjutnya di lakukan 
dengan ketentuan setelah penggunaan dana sebbeumnya di 
pertangguungg jawabkan.   
  Saksi jelaskan bahwa mekanisme pelaporan atas 
pelaksanaan penyaluran ADD yaitu Laporan pertanggungg 
jawaban (LPJ) dilaksanakan melaui jalur struktur yaitu dari 
tim pelaksana tingkat desa di ketahui oleh kepala desa ke 
tiim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap , 
selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat 
laporan / rekap dari seluruh laporan tingkat desa di 
wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. 
Tim tingkat  kabupaten.  
  Saksi jelaskan bahwa adapun ADD yang di terima oleh 
Kepala desa bontobiraeng yang di jabat oleh ABDULLAH 
SAMAT SYAM  DG. NGASA adalah sebesar Rp. 
73.273.647,37,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh 
tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga 
puluh tujuh sen). 
  Saksi jelaskan bahwa ADD tersebut di berikan per triwulan 
yaitu Triwulan I,II, III dan IV, di mana untuk triwulan I di 
berikan pada bulan Mei 2007, Triwulan II di berikan pada 
bulan September 2007, Triwulan III di berikan pada bulan 
November 2007 dan Triwulan ke IV di berikan pada bulan 
Desember 2007. 
  Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan Laporan dari kepala 
desa bontobiraeng Laporan Pertanggung jawabannya 
pengunaan ADD desa bontobiraeng tahun anggaran 2007 
yang dikirim oleh ABDULLAH SAMAT SYAM  DG, NGASA 
ke kantor PMD Penkab Gowa, dana tersebut telah di 
guankan sesuai peruntukannya yaitu realisasi fisik dan 
keuangan dari Kepala desa. 
  Saksi selaku tim Pembina belum melakukan pengecekan 
fisik atas laporan pertanggung jawaban kepala desa 
bontobiraeng mengenai penyaluran dana desa tersebut.    
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Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut 
 
dibenarkan oleh Terdakwa. 
 
3. Saksi PULLI DG NYENGKA: identitas sebagaimana dalam 
berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah 
menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut :  
 Saksi pada saat di periksa dalam kedaan sehat jasmani dan 
rohani serta bersedia di periksa dan akan menberikan 
keterangan yang sebenarnya . 
 Saksi jelaskan bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan yaitu 
pada tahun 1986-1994 staf SMP Negeri 2 Pinrang, Tahun 
1994-2005 KTU di SMP 4 Tinggi moncongdan selanjutnya 
pada tahun 2005 mulai kerja di kantor Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) pemkab gowa dan menjabat selaku 
bendahara. 
 Saksi jelaskan bahwa tugas pokok yaitu Melengkapi 
administrasi keuangan yang kemudiian dilanjutkan ke Bank 
BPD. 
 Saksi membenarkan bahwa seluruh desa di Kab. Gowa pada 
tahun 2007 telah mendapatkan dana bantuan dari 
pemerintah /APBD yaitu AAD melaui kantor PMD kab. Gowa 
adapun jumlah dana adalah sebesar Rp. 10.448.450.000,- 
(sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat 
ratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan kepada 123 
(seratus dua puluh tiga) desa di Kab. Gowa. 
 Saksi jelaskan bahwa ADD di gunakan untuk : 
 Akumulasi dana yang di terima oleh desa di gunakan 
sebesar 30 % uuntuk biaya oprasional pemerintah desa dan 
BPD dengan rincian : 
- 75 % untuk biaya oprasional pemerintah desa antara lain 
: bantuan tunjangan /instensif kepala dusun , biaya 
administrasi, biaya perjalanan dinas , biaya oprasional 
lembaga kemasyarakatn desa dan lain-lain 
pengeluaran rutin. 
- 25 % di gunakan untuk biaya oprasional BPD antara lain 
: bantuan 
 tunjangan sidang dan biaya oprasional BPD lainnya. 
 70 % diguankan untuk belanja publik dan pemberdayaan  
masyarakat yang antara lain : Penaggulangan Kemiskinan, 
Peningkatan kesehatan masyarakat, Peningkatan pendidikan 
dasar, Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana 
perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, 
dan prasarana sosial. 
 Saksi jelaskan bahwa rencana dan mekanisme penyaluran 
dan perincian dana penggunaan ADD di tuangkan dalam 
Daftra Rencana Kegiatan Anggaran (DRKA) yang telah di 
sahkan oleh kepala desa dan di laporkan kepada Camat 
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sebgai bahan pemantau, DRKA yang telah di sahkan kepala 
desa di gunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD 
dan merupakan salah satu bahan/ dokumen kelengkapan  
 administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana 
sebagai berikut : 
 Penyaluran ADD di lakukan melalui pengunaan anggaran / 
pimpinan program kepada masing-masing desa dengan 
rekening atas nama Kepala desa bersangkutan, , selanjutnya 
kepala desa mencairkan dana dimaksud dan kemudian di 
terima , di bukukan , disimppan dan di keluarkan oleh 
bendahara desa . 
 Penyaluran dan pencaiiran dana di lakukan dalam 4 ((empat) 
triwulan dengan ketentuan setelah semua persyarakat 
administrasi terpenuhi dan adanya kesiapan untuk 
melaksanakan kegiatan perincian selanjutnya di lakukan 
dengan ketentuan setelah penggunaan dana sebbeumnya di 
pertangguungg jawabkan.   
 Saksi jelaskan bahwa mekanisme pelaporan atas 
pelaksanaan penyaluran ADD yaitu Laporan pertanggungg 
jawaban (LPJ) dilaksanakan melaui jalur struktur yaitu dari 
tim pelaksana tingkat desa di ketahui oleh kepala desa ke 
tiim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap , 
selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat 
laporan / rekap dari seluruh laporan tingkat desa di 
wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. 
Tim tingkat  kabupaten.  
 Saksi jelaskan bahwa adapun ADD yang di terima oleh 
Kepala desa bontobiraeng yang di jabat oleh ABDULLAH 
SAMAT SYAM  DG. NGASA adalah sebesar Rp. 
73.273.647,37,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh 
tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga 
puluh tujuh sen), dalam 4 (empat) Triwulan. 
 Saksi jelaskan bahwa pemberian dana tersebut di berikan 
per triwulan yaitu Triwulan I, II, III dan IV dengan perincian 
sebgai berikut : 
I. Triwulan I di berikan pada tanggal 28 Mei 2007 dananya 
sebesar Rp. 18.318.412 (delapan belas juta tiga ratus 
delapan belas riibu empat ratus dua belas rupiah). 
II. Triwulan II di berikan pada tanggal 10 September 2007 
dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan belas juta 
tiga ratus delapan belas riibu empat ratus dua belas 
rupiah). 
III. Triwulan III di berikan pada tanggal 22 November 2007 
dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan belas juta 
tiga ratus delapan belas riibu empat ratus dua belas 
rupiah). 
IV. Triwulan IV di berikan pada Bulan Desember 2007 
dananya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
dan pada tanggal 31 Mei 2008 dananya sebesar Rp. 
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8.318.411,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu 
empat rratus sebelas rupiah). 
 
Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut 
 
dibenarkan oleh Terdakwa. 
 
 
4. Saksi : ABD KARIM DANIA,SE ABD KARIM DANIA,SE : 
identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan 
keterangan dibawah sumpah menurut Agama Kristen pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
 Pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan 
rohani serta bersedia di periksa. 
 Saksi terangkat PNS Tahun 1996 dan ditempatkan diKantor 
Pemkab.Gowa Staf Bagian Keuangan selanjutnya menjabat 
Kepala Sub Bagian Pembukuan, lalu tahun 2009 menjabat 
Kepala  Bidang Akuntansi sampai sekarang. 
 Saksi membenarkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 
Tahun 2007 dananya sebesar adalah Rp.11.548.850.000,-( 
sebelas milyar lima ratus empat puluh delapan ribu delapan 
ratus lima puluh ribu rupiah ) yang terdiri dari 3 item yaitu 
Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kelurahan (ADK) 
dan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa ( TPAD). 
 Saksi jelaskan bahwa Asal dananya dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Gowa Tahun 
2007. 
 Saksi jelaskan bahwa mekanisme penyaluran anggaran 
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 : 
 Pertama kali diberikan kepada Pihak Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bentuk Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP) 
yang selanjutnya diteruskan kepada Para kepala Desa 
dan Kepala kelurahan untuk dikelola sesuai 
peruntukannya. 
 Kedua diberikan kepada Pihak Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam bentuk Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) ganti uang persediaan (GU) 
yang sebelumnya diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Pihak Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sesuai Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan 
pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 
 Saksi jelaskan bahwa sudah diserahkan kepada Pihak kantor 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kab. Gowa, dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. Penyerahan pertama Rp.2.887.212.500,-(dua milyar 
delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua 
belas ribu lima ratus rupiah) dengan transfer ke 
Rekening Pemegang Kas Kantor PMD Gowa atas nama 
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Sdr.PULLI tertanggal 29 Mei 2007 dan ada bukti 
penyerahannya. 
b. Penyerahan kedua Rp.2.887.212.500,-(dua milyar 
delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua 
belas ribu lima ratus rupiah) dengan transfer ke 
Rekening Pemegang Kas Kantor PMD Gowa atas nama 
Sdr.PULLI tertanggal 04 September 2007 dan ada bukti 
penyerahannya. 
c. Penyerahan ke tiga Rp.2.342.411.724,-(dua milyar tiga 
ratus empat puluh dua juta empat ratus sebelas ribu 
tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dengan transfer ke 
Rekening Pemegang Kas Kantor PMD Gowa atas nama 
Sdr.PULLI tertanggal 20 November 2007 dan ada bukti 
penyerahannya. 
d. Penyerahan ke empat Rp.208.034.325,-(dua ratus 
delapan juta tiga puluh   empat ribu tiga ratus dua puluh 
lima rupiah) dengan transfer ke Rekening Pemegang 
Kas Kantor PMD Gowa atas nama Sdr.PULLI tertanggal 
19 Desember 2007 dan ada bukti penyerahannya. 
e. Penyerahan ke lima Rp.2.352.871.424,-(dua milyar tiga 
ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu 
ribu empat ratus dua puluh empat rupiah ) dengan 
transfer ke Rekening Pemegang Kas Kantor PMD Gowa 
atas nama Sdr.PULLI tertanggal 28 Desember 2007 dan 
ada bukti penyerahannya. 
 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut 
 
dibenarkan oleh Terdakwa. 
 
 
5. Saksi : AHMAD GAZALI MARSAN : identitas sebagaimana 
dalam berkas perkara, memberikan keterangan di bawa 
sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut :  
 Pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan 
rohani serta bersedia di periksa dalam perkara tindak pidana 
korupsi atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
tahun anggaran 2007 di desa bontobiraeng, kec. Somba opu, 
kab. Gowa. 
 Jabatan saksi di desa bontobiraeng adalah Sekdes mulai 
mennjabat tahun 2000 dan SK pengangkatan tahun 2001 
dan menjabat sampai sekarang dan yang mengangkat saksi 
selaku Sekdes adalah Lk. ABD. AZIS SYAHRUDDIN. 
 Saksi kenal dengan Lk. ABDULLAH SAMAT SYAM yang 
mana menjabat selaku Kepala Desa Bontobiraeng yang 
mana menjabat bulan Maret 2007 sampai sekarang. 
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 Saksi ketahui bahwa Kepala desa bontobiraeng pernah 
menerrima ADD tahun anggaran 2007, untuk Triwulan dan 
jumlahnya tidak ketahui . 
 Saksi ketahui bahwa asal ADD tahun anggaran 2007 berasal 
dari APBD kab. Gowa dan tidak tahu di mana penerimaan 
ADD tahun anggaran 2007 tersebut namun dana ADD 
tersebut di terima oleh Kepala Desa Bontobiraeng Lk. 
ABDULLAH SAMAT SYAM. 
 Saksi jelaskan bahwa sasaran dari ADD tahun anggaran 
2007untuk pembangunan desa bontobiraeng, untuk 
keperluan kantor , untuk Pembina remaja dan PKK, biaya 
oprasional , pembayaran honor 2 (dua) kepala desa, Ketua 
dan anggota BPD, Honor ketua LKMD. 
 Saksi jelaskan bahwa Kepala desa Bontobiraeng Lk. 
ABDULLAH SAMAT SYAM tidak membuat panitia 
pengelolaan ADD tahun anggaran 2007. 
 Saksi jelaskan bahwa kegiatan yang tidak sesuai dengan 
Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) untuk penggunaan 
ADD tahun anggaran 2007 untuk triwulan I,II,III dan IV oleh 
Kades Bontobiraeng Lk. ABDULLAH SAMAT SYAM yaitu 
berupa : 
- Jumlah kadus 2 (dua) orang namun di LPJ 3 (tiga) orang 
kadus jadi 1 (satu) kadus Fiktif yaitu Kadus 
Bontokadieng. 
- Meja kerja 2 (dua) unit sedangkan di LPJ jumlahnya 5 
(lima) unit. 
- Komputer dinas 1 (satu) unit di jaminkan kepada Lk. 
MUH. ALI DG. NAI. 
- Tidak ada rehap kantor desa bontobiraeng karena kantor 
desa masih baru. 
- Tidak ketahui masalah honor Ketua BPD dan Ketua 
LKMD. 
- Pembelian ATK tidak sesuai dengan harga di LPJ yang 
di perkirakan harga Rp. 300.000,- (tiga rratus ribu 
rupiah). 
- Tidak ada Pengadaan Almari . 
- Tidak ada Pengadaan instalasi listrik karena sudah ada 
sebelumnya. 
- Tidak ada pengadaan Pompa air dan Sumur bor. 
- Tidak ketahui masalah rehap masjid . 
- Tidak ada pengadaan kursi sewa. 
- Tidak ada perbaikan 1 (satu) unit jembatan. 
 
6. Saksi : MUH. SYARIF : identitas sebagaimana dalam berkas 
perkara, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut 
Agama Kristen pada pokonya menerangkan sebagai berikut :  
 Pada saat di periksa saksi dalam kedaan sehat jasmani 
dan rohani dan mengerti di periksa dalam perkara tindak 
pidana korupsi/ penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
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anggaran tahun 2007 di desa bontobiraeng, Kec. 
Bontonompo, kab. Gowa. 
 Saksi jelaskan bahwa jabatan di desa bontobiraeng yaitu 
sebagai kaur pembangunan mulai bulan Februari 2007 
dan berhenti bulan Mei 2009 yang mengangkat pada saat 
itu adalah Lk. ABDULLAH SAMAT SYAM DG. NGASA 
dan menjabat selaku Bendahara desa untuk penyaluran 
ADD tahun anggaran 2007. 
 Saksi kenal dengan Lk. ABDULLAH SAMAT SYAM 
karena menjabat selaku Kepala desa bontobiraeng mulai 
bulan Februari 2007 sampai sekarng. 
 Saksi jelaskan bahwa pernah kepala desa bontobiraeng 
menerima ADD tahun anggaran 2007 dan yang saksi 
ketahui 3 (tiga Triwulan yang di terima namun jumlahnya 
tidak ketahui serta untuk asal dari ADD tahun anggaran 
2007 saksi tidak ketahui. 
 Saksi ketahui sasaran dari ADD tahun anggaran 2007 
yaitu Perlengkapan kantor desa, untuk pembangunan 
desa, pembinaan remajadan PKK, biaya oprasional, 
pembayaran honor Kadus, Honor ketua, Wakil ketua dan 
anggota BPD dan Honor Ketua LKMD. 
 Saksi jelaskan bahwa dalam pengelolaan ADD tahun 
anggaran 2007 kepala desa tidak membuat Tim dalam 
pengelolaan dana tersebut. 
 Saksi jelaskan bahwa kegitan yang tidak sesuai dengan 
LPJ untuk penggunaan ADD tahun 2007untuk triwulan I, 
II, III, dan IV oleh Kades bontobiraeng Lk. ABDULLAH 
SAMAT SYAM yaitu : 
- 2 (dua) orang kadus di Desa Bontobiraeng di LPJ di 
tulis 3 (tiga) kadus tambahan kadus Bontokading.  
- Triwulan I Honor BPD tidak di ketahui diterima atau 
tidak. 
- Honor LKMD diterima atau tidak dananya. 
- 2 (dua) Unit meja kerja yang di adakan namun di LPJ 
meja kerja ada 5(lima) unit. 
- 2 (dua) Unit Kursi kerja yang di beli. 
- 1 satu) unit Komputer dijadikan jaminan oleh Kades 
Bontobiiraeng sama Lk. MUH. ALI DG. NAI. 
- Dalam triwulan I,II dan III tidak di lakukan rehap kantor 
desa bontobiraeng karena kantor desa masih baru. 
- Honor BPD hanya baru terima Rp. 1.500.000,- (satu 
juta lima ratus rupiah) dan untuk Honor LKMD tidak di 
ketahui terima atau tidak. 
- Pembelian alat tulis kantor (ATK) baru satu kali 
pembelian pada Triwulan I. 
- 1 (satu) Unit Almari tidak ada dibeli. 
- Tidak di adakan instalasi listrik karena sudah 
terpasang oleh Kades sebelumnya. 
- Tidak ada Pengadaan pompa air dan sumur bor. 
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- Tidak ketahui masalah rehab masjid karena langsung 
saya bendahara masjid. 
- Tidak ada pengadaan kursi sewa. 
- 1 (satu) unit jembatan tidak ada perbaikan. 
 Saksi jelaskan bahwa merangkap Kaur pembangunan dan 
merangkap bendahara ADD tahun anggaran 2007, tidak 
pernah terima gaji dan dalam LPJ ADD tahun anggaran 
2007 untuk Triwulan I dan II adalah tanda tangan saksi , 
sedangkan di Triwulan III dan IV bukan tanda tangan 
saksi.    
 Saksi jelaskan bahwa tidak pernah menjabat sebagai 
benhadara  dalam penyaluran ADD tahun anggaran 2007 
namun nama saksi yang di gunakan dalam LPJ tersebut. 
 Saksi tidak pernah menerima Bantuan Pemuda I 
kelompok dengan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 
riibu rupiah) dan tidak pernah terima dana Belanja cetak 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
dalam LPJ ADD tahun anggaran 2007. 
 
7. Saksi : H. BAHARUDDIN DG. KIO : identitas sebagaimana 
dalam berkas perkara, memberikan keterangan di bawa 
sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut :  
 Pada saat di periksa saksi dalam kedaan sehat jasmani 
dan rohani serta mengerti di periksa dalam perkara 
korupsi/ penyalahgunaan ADD tahun anggaran 2007 di 
desa bontobiraeng, kec. Bontonompo, kab. Gowa. 
 Saksi menjabat selaku ketua BPD desa bontobiraeng 
mulai tahun 2002 sampai dengan 2007 dan sudah tidak 
lagi menjabat ketua BPD. 
 Saksi kenal dengan Lk. ABDULLAH SAMAT SYAM yang 
menjabat selaku kepala desa bontobiraeng mulai bulan 
Februari 2007 sampai sekarang dan saksi mengetahui 
bahwa Kepala desa bontobiraeng telah menerima ADD 
tahun anggaran 2007, namun kapan di terima dan jumlah 
saksi tidak ketahui. 
 Saksi mengetahui asal dana ADD tahun anggaran 2007 
dari pemerintah Kab. Gowa , namun saksi tidak ketahui di 
mana di cairkan dan dana ADD tersebut di terima 
langsung oleh Kepala desa bontobiraeng Lk. ABDULLAH 
SAMAT SYAM. 
 Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa ADD tahun 
anggaran 2007 tersebut dan Kepala desa bontobiraeng 
dalam mengelola ADD tersebuut tidak membuat Panitia/ 
tim. 
 Saksi di perlihatkan Laporan pertanggung Jawaaban (LPJ) 
Penggunaan ADD tahun anggaran 2007, desa 
bontobiraeng utara, Kec. Boontonompo, kab. Gowa yang 
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tidak sesuai LPJ penggunaan ADD tahun anggaran 2007 
untuk Triwulan I, II dan III yaitu : 
-  2 (dua) dusun di desa bontobiraeng utara yaitu 
dusun kokowa dan dusun taipale’leng 
-   Triwulan I dan III, saksi tidak menerima Honor BPD. 
-  Triwulan I, II dan III Rehap kantor tidak di lakukan. 
-  Triwulan II terima honor BPD sebesar Rp. 
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
 Saksi jelaskan bahwa pada Triwulan I  tidak terima Honor 
BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 
tidak terima honor BPD pada triwulan III sebesar Rp. 
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta dalam Kwitansi 
ADD tahun anggaran 2007 tersebut untuk Triwulan I dan 
III bukan tanda tangan saksi (dipalsukan).   
 
a. Keterangan Ahli 
 
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  saksi  ahli, 
 
yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya 
 
menerangkan sebagai berikut : 
 
1. Saksi Ahli : BAMBANG PUJI HARTONO,Ak, :  
 Ahli menjelaskan bahwa mengetahui tentang perkara 
tersebut dan bersedia diperiksa dan akan memberikan 
keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan 
pengetahuan dan keahliannya di bidang Akuntansi dan 
Auditing. 
 Ahli sebelum memberikan keterangan, Ahli bersedia untuk 
mengucapkan sumpah sesuai agama yang di anut yaitu 
agama Islam. 
 Ahli menjelaskan riwayat pendidikan Formal / Informal dan 
riwayat pekerjaan : 
a. Pendidikan Formil : 
- SDN Wonoroto, Purworejo, Jawa tengah, lulus 
tahun 1976. 
- SMPN I Purworejo, Jawa tengah lulus tahun 
1980. 
- SMAN Purworejo, Jawa Tengah, lulus tahun 1983 
- Program Deplomat III Spesialisasi Akuntansi – 
STAN Jakarta , lulus tahun 1986. 
- Program Dilpomat IV Spesialisasi Akuntan – 
STAN Jakarta lulus tahun 1995. 
b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) : 
- Diklat pembentukan Auditor Ahli tahun 1995. 
- Diklat Penjenjangan Peran Ketua tim tahun 2001 
- Diklat Penjenjangan Peran Pengendali Teknis 
tahun 2007 
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- Diklat Audit Investigasi tahun 2004 
- Diklat Penyidikan tahun 2005 
- Diklat Audit Forensik tahun 2007. 
c. Pekerjaan/Jabatan : 
- Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(PKP) Madya tahun 1986. 
- Ajun  PKP Madya tahun 1992. 
- Auditor Ahli Pratama tahun 1995 
- Auditor Ahli Muda tahun 2002 
- Auditor Ahli Madya tahun 2008. 
 Ahli membenarkan bahwa pada tahun 2007 di kabupaten 
gowa terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2007 
tanggal 09 April 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Gowa 
tahun 2007, ADD untuk kabupaten gowa berjumlah Rp. 
10.448.850.00,00 (sepuluh milyar empat ratus empat 
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu 
rupiah)yang di peruntukkan bagi 123 (seratus dua puluh 
tiga) desa seluruh kabupaten gowa. 
 Ahli jelaskan bahwa Asal ADD tersebut berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Gowa tahun 2007. 
 Ahli jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 
yang di terima oleh desa bontobiraeng utara , kec. 
Bontonompo, kab. Gowa adalah senilai Rp. 73.273.644,00 
( tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam 
ratus empat puluh empat rupiah). 
 Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan adanya dugaan 
penyimpangan atas penggunaan dana ADD di desa 
bontobiraeng utara tahun 2007, pada bulan Agustus 2009 
Perwakilan BPKP Prov Sulawesi selatan menerima 
permintaan bantuan untuk melakukan audit terhadap 
dugaan kasus penyimpangan tersebut dari Kepala 
Polresta Gowa, melalui Surat Nomor : B/1810/VIII/2009, 
tanggal 10 Agustus 2009. Sesuai dengan Prosedur yang 
berlaku, sebelum memberikan bantuan Audit investigasi 
maupun perhitungan kerugian keuangan Negara, pihak 
BPKP meminta agar Penyidik melakukan Ekspose 
(pemaparan) terlebih dahulu mengenai kasus posisi, 
Bukti-bukti yang telah di peroleh dan potensi kerugian 
keuangan Negara/ daerah yang di timbulkan , untuk 
menentukan apakah kasus tersebut termasuk tindak 
pidana Korupsi (TPK). 
 Berdasarkan ekspose diketahui bahwa dugaan kasus 
penyimpangan ADD tersebut termasuk kasus tindak 
pidana korupsi. Namun demikian mengigat bahwa 
kasusnya cukup sederhana, nilai nominal kerugian 
keuangan Negara /daerah yang di timbulkan tidak terlalu 
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signifikan dan bukti-bukti permulaan yang di peroleh oleh 
penyidik telah cukup memadai, Kepala Perwakilan BPKP 
Prov. Sul-sel mengambil kebijakan bahwa bantuan kepada 
Penyidik cukup dengan memberikan pendapat / simpulan 
mengenai aspek penyimpangan dan nilai kerugian 
keuangan Negara/ daerah ditimbulkan , yang di peroleh 
melalui suatu kajian /telaah lebih lanjut terhadap data/ 
bukti yang di peroleh penyidik, dan bukan berupa audit 
Investigasi maupun penghitungan kerugian keuangan 
Negara.  
  Berdasarkan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Prov. 
Sul-sel Nomor : S-007/PW21/5/2010 tanggal 5 Januari 
2010, saya melakukan kajian/ meneliti kasus tersebut 
berdasarkan data pendukung yang di peroleh dari 
Penyidik Kepolisian Resor kota gowa, yang hasilnya di 
tuangkan dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sul-
sel Nomor : S-483/PW21/5/2010 tanggal 03 Maret 2010 
tersebut.  
 Ahli jelaskan bahwa Bukti-bukti / data yang digunakan 
adalah data/ bukti yang di terima dari penyidik Polresta 
Gowa yang terdiri dari :  
a. Copy Peraturan Bupati Gowa Nomor : 5 tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi 
Dana Dana Desa Kabupaten Gowa tahun 2007.  
b. Copy Rekening Tabungan Simpeda pada Bank Sulsel 
cabang Gowa , Nomor 131-201-000008908-3 atas 
nama Kepala Desa Bontobiraeng utara alamat 
Kecamatan Bontonompo, kab. Gowa. 
c. Resume BAP Penyidik Kepolisian Resor Kota Gowa , 
kepada 22 (dua puluh dua) orang saksi dimana satu 
sama lainnya saling berkesesuaian. 
d. Copy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan 
Alokasi dana Desa (ADD) desa bontobiraeng utara 
Triwulan I, II, III dan IV tahun 2007. 
e. Peraturan desa Bontobiraeng utara kecamatan 
Bontonompo kab. Gowa Nomor 01 tahun 2007 tentang 
Angaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2007. 
f.  Daftar Alokasi dana Desa (ADD) untuk tiap desa 
sekabupaten Gowa tahun anggaran 2007. 
g. Rincian Realisasi penerimaan dana ADD desa 
bontobiraeng utara Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 
2007 sebesar Rp. 73.273.644,00 (setiap triwulan 
sebesar Rp. 18.318.411,00).  
 Ahli jelaskan bahwa Berdasarkan data/ Bukti dan atau 
Keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa telah terjadi 
penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut : 
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a. Tidak di bentuk tim pelaksana kegiatan/ proyek dari 
unsur LKMD yang di tetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa .  
 Hal ini bertentangan dengan lampiran I Peraturan 
Bupati Gowa Nomor 5 / 2007 tentang Juknis 
Pengelolaan Dana Alokasi Desa kab. Gowa tahun 2007 
, huruh D angka 2 tentang Organisasi Pengelolaan 
ADD yang mengatur :  
 Dalam rangka mendukung pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Khususnya yang yang di gunakan untuk belanja 
Publik dan ppemberdayaan masyarakat, dibentuk tim 
pelaksana Kegiatan / Proyek dari unsure Lembaga 
Ketahanan Masyarakat desa  (LKMD) yang di tetapkan 
dalam keputusan kepala desa . tim pelaksana ini 
memiliki tugas dan tanggung jawab menyususn 
rencana kegiatan dan administrasi keuangan , 
membuat laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan 
laporan penggunaan keuangan kepada Kades, 
membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban 
keuangan kepala desa.  
b. Pengelolaan / penggunaan Dana ADD tidak di 
musyawarahkan tetapi di kelola dan di pertanggung 
jawabkan sendiri oleh Kepala Desa bontobiraeng utara 
yaitu saudara ABDULLAH SAMAT SYAM DG. NGASA. 
 Hal ini bertentangan dengan lampiran I Peraturan 
Bupari Gowa No. 5 / 2007, huruf E.1 huruf a.) dan huruf 
b) yang mengatur : - 
(1)   Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara 
pemerintah desa tentang Anggaran pendapatan 
dan belanja Daerah (APB Desa) tahun yang 
bersangkutan.  
(2) Pengelolaan ADD di lakukan oleh pemerintah Desa 
yang di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di 
desa, dalam hal ini LKMD.  
c. Pembinaan / Fasilitator (Kepala seksi Usaha ekonomi 
pada kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa /PMD 
Kab. Gowa) tidak di lakukan pengecekan/ pengkajian  
terhadap Laporan pertangung Jawaban dana ADD  
oleh Kepala Desa Bontobiraeng Utara yaitu saudara 
ABDULLAH SAMAT SYAM DG. NGASA.   
 Hal ini bertentangan dengan ketentuan huruf E.2 (2) 
Lampiran peratutan Bupati tersebut diatas yang 
mengatur bahwa penyaluran dan pencairan dana 
dilakukan dalam empat Triwulan , dengan ketentuan 
setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi dan 
adanya kesiapan untuk melakukan kegiatan. Pencairan 
selanjutnya di lakukan dengan ketentuan setelah 
menggunaan dana sebelumnya di pertanggung 
jawabkan.  
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d. Berdasarkan keterangan 22 (dua puluh dua) orang 
saksi, dimana satu dan lainnya saling berkesusian, 
terungkap sebagain besar kegiatan pengadaan barang/ 
jasa diantaranya termasuk keterangan/ pengakuan dari 
kepala Desa beberapa nama orang / pihak yang di 
sebutkan sebagai penerima pembayaran dalam bukti-
bukti laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD yang di 
buat oleh Kepala Desa adalah tidak benar (tanda 
tangan di Palsukan).Hal ini bertentangan dengan 
ketentuan huruf D.1.c Lampiran I Peraturan Bupati 
Gowa tersebut, diatas yang mengatur bahwa seluruh 
kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
administrative , teknis dan hukum.  
 Ahli Jelaskan bahwa  sesuai dengan kewenangan dan 
tugas pokok selaku Auditor ,Ahli mempergunakan istilah 
penyimpangan, bukan perbuatan melawan hukum. 
Adapun Penyimpangan yang di duga dilakukan oleh 
saudara ABDULLAH SAMAT SYAM DG. NGASA adalah 
sebagaimana jawaban Ahli pada pernyataan butir 10 yaitu 
: 
a. Selaku Kepala Desa tidak membentuk Tim Pelaksana 
Kegiatan/ Proyek dari unsure LKMD yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa.  
b. Melakukan pengelolaan / Penggunaan dana ADD 
tidak melalui musyawarahkan , tetapi dikelola dan di 
pertanggung jawabkan sendiri. 
c. Membuat laporan beberapa kegiatan pengadaan 
barang/ jasa dan atau pembayaran upah/ honor yang 
sebenarnya tidak ada (fiktif). 
 Dasar hukum atau Kriteria yang Ahli gunakan dalam 
mengidentifikasikan adanya penyimpangan tersebut 
adalah Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2007 
tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi 
dana Desa Kabupaten Gowa tahun 2007. 
 Ahli jelaskan bahwa kerugian Negara/ daerah yang di 
timbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, 
adalah senilai Rp. 55.404.054,00,- (lima puluh lima juta 
empat ratus empat ribu lima puluh empat rupiah), 
perincian data penyimpangan terlampir . 
 Ahli jelaskan bahwa keterangan sudah benar sesuai 
dengan data/ Bukti yang ahli peroleh dan sesuai dengan 
pengetahuan / keahlian ahli di bidang Akuntansi dan 
auditing. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
 
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan 
 
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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1. Terdakwa : ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . :  
 Tersangka pada saat di periksa dalam kedaan sehat 
jasmani dan rohani . 
 Tersangka bersedia di periksa dan akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya. 
 Tersangka menjelaskan bahwa Pekerjaan/ menjabat 
selaku kepala  desa bontobiraeng utara, kec. 
Bontonompo, kab. Gowa, mulai tahun 29 Februari 2007 
sampai dengan 2013. 
 Tersangka jelaskan bahwa desa bontobiraeng utara 
pernah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 
anggaran 2007 dari  Pemda kab. Gowa dan besar nilai 
anggaran yang di terima untuk desa Bontobiraeng utara 
sebesar Rp. 73.273.647,37,- (tujuh puluh tiga juta dua 
ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh 
rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan yang menerima 
dana tersebut adalah tersangka sendiri selaku Kepala 
Desa Bontobiraeng utara. 
 Tersangka jelaskan bahwa terima Alokasi Dana Desa 
(ADD) tahun anggaran 2007 untuk desa bontobiraeng 
utara sebanyak 5 (lima) kali penerimaan. Dengan 
perincian : 
a. Triwulan I di berikan pada tanggal 28 Mei 2007 
dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan belas juta 
tiga ratus delapan belas riibu empat ratus dua belas 
rupiah). 
b. Triwulan II di berikan pada tanggal 10 September 
2007 dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan 
belas juta tiga ratus delapan belas riibu empat ratus 
dua belas rupiah). 
c. Triwulan III di berikan pada tanggal 22 November 
2007 dananya sebesar Rp. 18.318.412 (delapan 
belas juta tiga ratus delapan belas riibu empat ratus 
dua belas rupiah). 
d. Triwulan IV di berikan pada Bulan Desember 2007 
dananya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2008 dananya 
sebesar Rp. 8.318.411,- (delapan juta tiga ratus 
delapan belas ribu empat ratus sebelas rupiah). 
 Tersangka jelaskan bahwa terima dana Alokasi dana desa 
(ADD) tahun anggaran 2007 dari Bank BPD Kab. Gowa 
dan ada bukti penerimaan dana tersebut yaitu berupa 
Rekening Desa Bontobiraeng utara dengan Nomor 
Rekening Bank Sulsel cab. Gowa : 131-201-000008908-3. 
 Tersangka jelaskan bahwa Tugas dan tanggungjawab 
Sehubungan dengan adanya alokasi dana desa dari 
Pemda Kab.Gowa Tahun 2007 untuk Desa Bontobiraeng 
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utara yaitu : Membina dan penanggung jawab umum 
kegiatan yang ada di desa : 
a. Menginformasikan Program ADD kepada masyarakat 
dan lembaga-lembaga yang ada di desa. 
b. Membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sejak 
dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan 
hasil-hasilnya. 
c. Memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi 
menunjang kegiatan ADD. 
d. Menujuk dan menetapkan pelaksana kegiatan / proyek 
yang bersumber dari belanja Publik dan 
pemberdayaan masyarakat. 
e. Membuat Laporan realisasi fisik dan keuangan yang di 
sampikan kepada petugas pengendali tingkat 
kecamatan setiap bulan dan selanjutnya di sampaikan 
kepada tim Pembina kabupaten. 
f.   Membuat dan  menyampikan pertanggung jawaban 
keuangan kepada bupati  melalui Kepala kantor PMD 
kab. Gowa. 
 Tersangka jelaskan bahwa Mekanisme penyaluran 
anggaran Alokasi dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 
yaitu : Kepada desa menyusun DRKA (Daftar Rencana 
Kerja Anggaran) kemudian diserahkan kepada PMD kab. 
Gowa setelah itu di cairkan dananya di Bank BPD kab. 
Gowa (yang sekarang kantor bank SULSEL) dan ada 
Petunjuk teknis tentang penyaluran ADD tersebut. 
 Tersangka jelaskan bahwa Petunjuk teknis penggunaan 
anggaran ADD tahun anggaran 2007 adalah sebagai 
berikut : 
 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja publik dan 
pemberdayaan masyarakat, pengadaan Inprastruktur 
pedesaan. 
 30 % (tiga puluh persen)  Untuk biaya Oprasional 
Pemeritah Desa .  
 Tersangka jelaskan bahwa untuk mekanisme penyaluran 
dana yang 70 % (tujuh puluh persen) terdapat kekeliruan 
dalam hal pekerjaan  Fisik di lapangan dengan  
pertanggung jawaban yang ada di Laporan pertanggng 
Jawaban (LPJ) beda, seperti pengalokasian dana untuk 
jembatan tersangka alihkan dananya untuk pekerjaan 
Talud dan terjadinya kejadian tersebut karena adanya 
instruksi dari kepala PMD kab. Gowa atas nama Bapak 
IRIANSAH MASIGA untuk mengalihkan dana jembatan ke 
Talud menggigat kondisi alam pada saat itu tidak 
memungkinkan kerja jembatan (Musim hujah/ air sungai 
meluap). 
 Tersangka jelaskan bahwa rincian Alokasi Dana desa 
(ADD) tahun anggaran 2007 untuk : 
Triwulan I : 
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a. Belanja pembinaan PKK dengan dana sebesar Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
b. Honor  kepala Dusun dengan dana sebesar Rp. 
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). 
c. Honor BPD dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah). 
d. Honor Ketua LKMD dana sebesar Rp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah). 
e. Belanja ATK dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah). 
f.    Belanja modal pengadaan meja kerja dana sebesar 
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
g. Belanja modal pengadaan kursi kerja dana sebesar 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
h. Pengadaan komputer dana sebesar Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah). 
i.    Rehab kantor dana sebesar Rp. 6.518.412,02,- ( enam 
juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus dua 
belas rupiah koma nol dua sen),-  
   
Triwulan II : 
a. Belanja pembinaan PKK  dana sebesar Rp. 600.000,- 
(enam ratus ribu rupiah). 
b. Honor Kepala Dusun dana sebesar Rp. 1.200.000,- 
Satu juta dua ratus ribu rupiah). 
c. Honor BPD dana sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta 
lima ratus ribu rupiah). 
d. Honor Ketua LKMD dana sebesar Rp. 150.000,- 
(seratus lima puluh ribu rupiah). 
e. Belanja ATK dana sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus 
delapan ppuluh dua ribu rupiah). 
f.     Pengadaan Almari dana sebesar Rp. 700.000,- (tujuh 
ratus ribu rupiah). 
g. Pengadaan Instalasi Listrik dana sebesar Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
h. Pengadaan Pompa air dan sumur bor dana sebesar 
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
i.    Bantuan rehap masjid dana sebesar Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah). 
j.    Bantuan Rehap Posyandu dana sebesar Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah). 
k. Belanja Modal Rehap kantor dana sebesar Rp. 
3.486.318,- ( tiga juta empat ratus delapan puluh 
enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah). 
 
Triwulan III 
a. Belanja pembinaan PKK dana sebesar Rp. 
1.000.000,- (Satu juta rupiah). 
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b. Bantuan belanja pemuda dana sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 
c. Honor Kadus dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus 
ribu rupiah). 
d. Honor BPD dana sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus 
ribu rupiah). 
e. Belanja cetak pengadaan dana sebesar Rp. 250.000,- 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
f.    Belanja pengadaan kursi sewa dana sebesar Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah). 
g. Bantuan rehap masjid dana sebesar Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah). 
h. Perbaikan jembatan dana sebesar Rp. 3.481.589,- 
(tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima 
ratus delapan puluh Sembilan rupiah) 
i.     Belanja Modal rehap kantor dana sebesar Rp. 
5.286.823, - ( lima juta dua ratus delapan puluh enam 
ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) 
j.     Bantuan Rehap Posyandu dana sebesar Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah). 
k. Belanja Modal Rehap kantor dana sebesar Rp. 
3.486.318,- ( tiga juta empat ratus delapan puluh 
enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah). 
 
Triwulan IV 
a. Belanja Modal pengadaan jembatan dana sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
b. Belanja pembinaan PKK dana sebesar Rp. 400.000,- 
(empat ratus ribu rupiah). 
c. Perjalanan Dinas dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah). 
d. Belanja modal pengadan jembatan dana sebesar Rp. 
6.418.412,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu 
empar ratus dua belas rupiah). 
 Tersangka jelaskan bahwa dari semua ADD tahun 
anggaran 2007 tersebut tersangka selaku kepala desa 
bontobiraeng utara telah membuat Laporan Pertanggung 
jawaban (LPJ) tahun anggaran 2007 untuk Triwulan I, II, 
III, dan IV  
 Tersangka dapat jelaskan bahwa dari semua Laporan 
Pertanggung jawaban yang tersangka telah buat ada 
kesalahan atau penyimpangan penggunaan dana Alokasi 
Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 yaitu sebagai 
berikut : 
a. Triwulan I tidak  ada penyimpangan dananya ( 
tersalurkan  semua dananya )  
b. Triwulan II ada  kesalahan  
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- pada honor kepada dusun yaitu Tadinya mau di 
pecah menjadi 3 (tiga)  dusun setelah di rapatkan 
ternyata masyarakat tidak mengginginkan sementara 
DRKA yang sudah terlanjur masuk di kantor PMD 
kab. Gowa terlaporkan 3 (tiga) kepala Dusun, yaitu 
Dusun Taipaleleng, Dusun Bontokadieng, dan dusun 
Kokowa. 
- Honor LKMD tersangka sendiri yang tanda tangan di 
LPJ dan terima Honornya. 
- Rehap kantor desa bahannya sudah lengkap namun 
kendalanya dilarang membangun oleh mantan 
kepala dusun taipaleleng saudara H. SYAHRUDDIN 
karena masalah tanah belum tuntas, sehingga sisa 
dananya masih ada tersangka simpan sampai 
sekarang. 
 
c. Triwulan III ada kesalahan 
- Untuk dana Kadus persiapan bontokadieng  yang 
tidak jadi di mekarkan tersangka yang terima 
honornya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
dananya telah tersangka gunakan untuk 
pengalihan pembuatan talud. 
- Rehap kantor desa bahannya sudah lengkap 
namun kendalanya dilarang membangun oleh 
mantan kepala dusun taipaleleng saudara H. 
SYAHRUDDIN karena masalah tanah belum 
tuntas, sehingga sisa dananya masih ada 
tersangka simpan sampai sekarang. 
- Pengadaan kursi sewa dananya masuk ke 
Pekerjaan Talud yang panjangnya kurang lebih 
386 Meter yang terbagi menjadi 4 (empat) tempat. 
Yaitu : 
1. Dusun Kokowa dengan panjang 112 Meter, 
seirtu 5 x 60 meter . 
2. Dusun Kokowa dengan sepanjang 68 Meter 
untuk poros desa. 
3. Taipaleleng dengan panjang 170 Meter. 
4. Borong taipa dengan panjang 28 Meter . 
- Belanja modal Pengadaan jembatan dananya 
tersangka alihkan ke talud dan sirtu. 
d. Triwulan IV ada kesalahan. 
- Yaitu dana pembuatan jembatan tersangka 
alihkan dananya untuk pembuatan talud dan sirtu 
namun tersangka tidak buatkan Berita Acara 
Pengalihan dana tersebut. 
 Tersangka jelaskan bahwa dari semua pengalihan dana 
tersebut diatas tersangka belum buatkan Berita acara 
Pengalihan dana secera tertulis namun secara lisan 
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tersangka sudah sampaikan dalam Forum bersama 
dengan BPD dan aparat  desa yang lainnya. 
 
 
d.  Barang Bukti 
 
Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  dakwaanya 
 
Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan 
 
memperlihatkan barang bukti berupa : 
 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
Kedua tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa. 
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
empat tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir).  
- 1 (Satu) buah buku Tabungan SIMPEDA BANK SUL-SEL 
dengan nomor seri : 8908, Nomor rekening : 131-201-
000008908-3 nama Kepala Desa Bontobiraeng Utara alamat 
Kec. Bontonompo, kab. Gowa. 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan I tahun 2007, tanggal 28 Mei 2007 (di legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan II tahun 2007, tanggal 10 September 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan III tahun 2007, tanggal 22 November 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV 
tahun 2007, tanggal 31 Mei 2008 (di legalisir). 
- 1 (satu) rangkap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap desa 
sekabupaten gowa tahun anggaran 2007 (dilegalisir). 
- 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA BANK SULSEL dengan 
Nomor Nasabah : 13100010962, Nomor Rekening : 0131-
201-000009757-4, Nama Nasabah Desa Bontobiraeng Utara 
Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa. 
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- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 28 Mei 2007 berserta lampiranya berupa 1 
(satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei 
2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 30 Agustus 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 04 September 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 21 November 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 20 November 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 11 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 19 Desember 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 26 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 28 Desember  2007 yang telah di legalisir. 
 
Barang/Surat bukti tersebut diatas telah disita secara sah 
 
menurut hukum, dan ketika di perlihatkan di persidangan barang bukti 
 
tersebut telah diakui dan di benarkan saksi-saksi dan Terdakwa. 
 
 
 
 
4.  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitor) 
 
Berdasarkan dakwaannya  maka Jaksa Penuntut  Umum pada 
 
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana 
 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 (KUH 
Pidana dalam dakwaan primair.  
2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
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melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan 
subsidair.  
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana 
penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan di 
kurangkan sepenuhnya selama masa penahanan Terdakwa dan 
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.  
4. Memerintahkan Terdakwa agar segera di masukkan ke dalam 
Rumah Tahanan Gowa Kabupaten Gowa.  
5. Menghukum Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . 
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak 
membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) 
bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk di 
lelang jika harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti 
tersebut maka terdakwa di pidana dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan. 
 
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
Kedua tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa. 
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
empat tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir).  
- 1 (Satu) buah buku Tabungan SIMPEDA BANK SUL-SEL 
dengan nomor seri : 8908, Nomor rekening : 131-201-
000008908-3 nama Kepala Desa Bontobiraeng Utara alamat 
Kec. Bontonompo, kab. Gowa. 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan I tahun 2007, tanggal 28 Mei 2007 (di legalisir). 
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- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan II tahun 2007, tanggal 10 September 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan III tahun 2007, tanggal 22 November 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV 
tahun 2007, tanggal 31 Mei 2008 (di legalisir). 
- 1 (satu) rangkap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap desa 
sekabupaten gowa tahun anggaran 2007 (dilegalisir). 
- 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA BANK SULSEL dengan 
Nomor Nasabah : 13100010962, Nomor Rekening : 0131-
201-000009757-4, Nama Nasabah Desa Bontobiraeng Utara 
Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 28 Mei 2007 berserta lampiranya berupa 1 
(satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei 
2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 30 Agustus 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 04 September 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 21 November 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 20 November 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 11 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 19 Desember 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 26 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 28 Desember  2007 yang telah di legalisir. 
 
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA 
  
7. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
 
Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut : 
 
1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum 
dalam Dakwaan Primair.  
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2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi.  
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH SAMAT 
SYAM DG NGASA . oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di 
bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.  
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah di jalani oleh 
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di 
jatuhkan. 
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 
 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
Kedua tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa. 
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
empat tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir).  
- 1 (Satu) buah buku Tabungan SIMPEDA BANK SUL-SEL 
dengan nomor seri : 8908, Nomor rekening : 131-201-
000008908-3 nama Kepala Desa Bontobiraeng Utara alamat 
Kec. Bontonompo, kab. Gowa. 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan I tahun 2007, tanggal 28 Mei 2007 (di legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan II tahun 2007, tanggal 10 September 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan III tahun 2007, tanggal 22 November 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV 
tahun 2007, tanggal 31 Mei 2008 (di legalisir). 
- 1 (satu) rangkap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap desa 
sekabupaten gowa tahun anggaran 2007 (dilegalisir). 
- 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA BANK SULSEL dengan 
Nomor Nasabah : 13100010962, Nomor Rekening : 0131-
201-000009757-4, Nama Nasabah Desa Bontobiraeng Utara 
Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa. 
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- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 28 Mei 2007 berserta lampiranya berupa 1 
(satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei 
2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 30 Agustus 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 04 September 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 21 November 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 20 November 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 11 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 19 Desember 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 26 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 28 Desember  2007 yang telah di legalisir. 
 
Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan  
sebagai bukti dalam perkara lain. 
  
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
 
 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan perkara pada Putusan PT Makassar 
 
No.5 / Pid / 2011 / PT.Mks. maka Penulis akan menganalisis 
 
mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum 
 
pidana formil maupun hukum pidana materill. Berikut ini hasil analisis 
 
Penulis : 
 
a. Penerapan hukum pidana formil. 
 
Berdasarkan  Pasal  26  UU  No.20  Tahun  2001  Tentang 
 
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
 
Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :  
 
“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum 
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acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam 
Undang-Undang ini.” 
 
Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka 
mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi di 
dasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUUHP), sepanjang tidak di tentukan lain dalam 
Undang-Undang tersebut. 
 
Secara garis besar Penulis akan membahas mengenai 
kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, 
pembuktian serta putusan Pengadilan pada Putusan PT.Makassar No.5 
/ Pid / 2011 / PT.Mks. 
 
 
- Kewenangan Mengadili 
 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Negeri di 
Tingkat Provinsi maka berdasarkan Pasal 84 KUUHAP yang berbunyi : 
 
“pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara 
mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” 
 
Dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara korupsi 
yang terjadi di Kabupaten Gowa tersebut karena masih termasuk 
dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar. 
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Surat Dakwaan 
Mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUUHAP. 
Yang mengatur mengenai syarat formil dan syarat materil surat 
dakwaan. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) 
Huruf a KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama 
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dengan 
demikian dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan 
penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS-04/ENREK/11/2010 
sah menurut hukum, berikut syarat formil yang telah dipenuhi pada 
surat dakwaan tersebut : 
 
Nama Lengkap : ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA  
Tempat Lahir : Bontobiraeng Utara Kabupaten Gowa 
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/24 April 1973 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan  
  Bontonompo Kabupaten Gowa 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Kepala Desa 
 
Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat 
materil sabagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b 
KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian 
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu 
dilakukan. 
Dengan demikian dari segi syarat materilnya surat dakwaan yang 
diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS- 
04/Sungg/11/2010 sah menurut hukum, dimana secara cermat, jelas 
dan lengkap penuntut umum menjelaskan mengenai tindak pidana 
yang dilakukan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan 
sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair. 
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- Jangka waktu penahanan 
 
 Kepastian jangka waktu penahanan merupakan salah satu asas 
 dari KUUHAP.  Berikut  rincian jangka waktu penahanan  yang diatur 
 pada Pasal 24 hingga pasal 28 KUUHAP :   
No. Tingkat Lama Perpanjangan Yang Jumlah 
 Pemeriksaan Penahanan Penahanan Memberikan  
    Perpanjangan  
1 Penyidikan 20 hari (Pasal 40 hari (Pasal Jaksa Penuntut 60 hari 
  24 Ayat 1) 24 Ayat 2) Umum  
2 Kejaksaan 20 hari (Pasal 30 hari (Pasal Ketua Pengadilan 
50 hari 
 
  25 Ayat 1) 25 Ayat 2) Negeri  
3 Pengadilan 30 hari (Pasal 60 hari (Pasal Ketua Pengadilan 90 hari 
 Negeri 26 Ayat 1) 26 Ayat 2) Negeri  
4 Pengadilan 30 hari (Pasal 60 hari (Pasal Ketua Pengadilan 90 hari 
 Tinggi 27 Ayat 1) 27 Ayat 2) Tinggi  
5 Mahkamah 50 hari (Pasal 60 hari (Pasal Ketua Mahkamah 110 hari 
 Agung 28 Ayat 1) 28 Ayat 2) Agung  
 
 
Dengan demikian berdasarkan rincian di atas, maka jangka 
waktu penahanan yang diberikan terhadap Terdakwa ABDULLAH 
SAMAT SYAM DG NGASA  tidak menyalahi aturan sebagaimana yang 
diatur dalam KUUHAP, berikut rincian jangka waktu penahanan 
terhadap Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA  : 
 
1. Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa, sejak tanggal 23 Maret 
2010 s/d tanggal 11 April 2010.  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 
2010 s/d tanggal 21 Mei 2010.  
84 
 
 
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 
November 2013 s/d tanggal 30 November 2013 (Tahanan 
Kota).  
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 November 
2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 (Tahanan Kota).  
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 
Desember 2013 s/d 18 Februari 2014. 
 
- Pembuktian 
 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUUHAP maka yang 
 
dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, 
 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan 
 
No.99/Pid.Sus/2010/PN.Sungg. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat 
 
bukti berupa : 
 
1. Keterangan saksi yang berjumlah 7 orang  
 
2. Keterangan Ahli. 
 
3. Barang bukti sebanyak 31 buah. 
 
4. Serta keterangan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG 
NGASA  
 
Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
 
Umum  telah  memenuhi minimum  bukti  dalam  pembuktian  perkara 
 
pidana, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUUHAP. 
 
- Putusan Pengadilan 
 
Sahnya putusan Pengadilan (pemidanaan) harus memenuhi 
 
syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 197 KUUHAP Yaitu : 
 
1. Kepala  putusan  yang  dituliskan   berbunyi  :  “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA.”  
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2. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, 
Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan 
Terdakwa.  
3. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat 
dakwaan.  
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan berdasarkan alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan keasalahan Terdakwa.  
5. Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat 
tuntutan.  
6. Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan 
Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan Terdakwa.  
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim 
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.  
8. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana disertai 
dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan 
yang dijatuhkan.  
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti. 
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik dianggap palsu.  
11. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 
hakim yang memutus dan nama panitera. 
 
Dengan demikian berdasarkan Analisis Penulis maka Putusan 
PT.Makassar No.5/Pid/2011/PT.Mks. Sah demi hukum karena memuat 
hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUUHAP yang menjadi 
syarat sahnya suatu Putusan pengadilan. 
b. Penerapan Hukum Pidana Materiil 
 
Berdasarkan perkara pada putusan PT Makassar 
 
No.5 / Pid / 2011 / PT.Mks. hakim PT Makassar menyatakan Terdakwa 
ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan 
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subsidair yakni Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. 
 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 tersebut yaitu : 
 
- Setiap Orang 
 
Yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan atau 
termasuk korporasi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah 
mengajukan Terdakwa ABDULLAH SAMAT SYAM DG 
NGASA  yang di muka persidangan menunjukkan sehat 
mentalnya serta mampu bertanggung jawab dan identitasnya 
sesuai dengan surat dakwaan sehingga dalam perkara ini 
tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dengan 
demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 
“setiap orang” telah terpenuhi. 
 
- Secara melawan Hukum . 
melawan hukum yang disebut dalam pasal yang 
bersangkutan harus dibuktikan melawan hukum formil dan 
materiilnya. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana 
korupsi juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam 
arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana 
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- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang 
lain atau suatu korporasi. 
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
adalah mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang 
sebelumnya tidak di dapatkan. Dengan demikian perbuatan 
Terdakwa yang telah menerima bantuan keuangan dari 
Pemkab Gowa  sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta 
empat ratus empat ribu lima puluh empat rupiah) namun tidak 
melaksanakan pembangunan Drainase sebagaimana 
peruntukan bantuan keuangan tersebut. Akan tetapi setelah 
menarik uang bantuan tersebut Terdakwa memberikan uang 
itu kepada orang bernama Rusmin dan dari uang tersebut 
Terdakwa diberikan oleh Rusmin sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) maka perbuatan Terdakwa bertujuan 
memberikan keuntungan bagi orang lain dan Terdakwa 
sendiri. Sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi. 
  
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. 
 
Kata “dapat” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi 
merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi 
cukup dengan di penuhinya Unsur-Unsur perbuatan bukan 
dengan timbulnya akibat, sedangkan yang dimaksud 
 
“keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam 
bentuk apapun baik yang di pisahkan maupun yang tidak 
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dipisahkan. Dan yang dimaksud “perekonomian Negara” 
adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 
kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Maka 
perbuatan Terdakwa yang memperoleh Bantuan keuangan 
dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini berarti 
bersumber dari keuangan Negara. Denga tidak 
digunakannya bantuan keuangan tersebut untuk pembuatan 
Drainase sesuai peruntukannya hal ini jelas telah merugikan 
keuangan Negara, maka unsur “dapat merugikan keuangan 
Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi. 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana 
yaitu :  
 
- Dalam hal perbuatan berlanjut ,harus memenuhi unsur. 
 
1. Adanya kesatuan kehendak. 
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis. 
3. Hubungan Waktu (Waktu kejadian tidak terlalu 
lama). 
Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 2 maka 
Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 
ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA . berupa pidana 
penjara selama 4 (Tahun) tahun dan denda sebesar 
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Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini telah 
sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana 
penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 2. 
 
Mengenai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi : 
 
“pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana 
Korupsi.” 
 
maka Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar 
Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus empat ribu lima puluh 
empat rupiah). Sesuai dengan kerugian Negara yang ditimbulkan 
akibat dari perbuatannya. 
B. Pertimbangan   Hukum   Hakim   Dalam   Menjatuhkan   Putusan 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan 
 
Oleh Kepala Desa Pada Putusan PT Makassar 
 
No.5 / Pid / 2011 / PT.Mks. 
 
1.  Pertimbangan Hakim 
 
Dalam skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan terhadap 
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan yang di lakukan 
oleh Kepala Desa. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa ABDULLAH 
SAMAT SYAM DG NGASA terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. 
 
Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 
terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut : 
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Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan Oleh 
Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara : 
PDS-04/Sungg/11/2010 tertanggal 20 November 2013.  
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil 
dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan 
memperlihatkan barang berupa : 
  
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
Kedua tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir) 
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga 
tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, kab. 
Gowa. 
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban 
(LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 
empat tahun 2007 desa bontobiraengg, kec. Bontonompo, 
kab. Gowa (yang telah di legalisir).  
- 1 (Satu) buah buku Tabungan SIMPEDA BANK SUL-SEL 
dengan nomor seri : 8908, Nomor rekening : 131-201-
000008908-3 nama Kepala Desa Bontobiraeng Utara alamat 
Kec. Bontonompo, kab. Gowa. 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan I tahun 2007, tanggal 28 Mei 2007 (di legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan II tahun 2007, tanggal 10 September 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk 
Triwulan III tahun 2007, tanggal 22 November 2007 ( di 
legalisir). 
- 1 (satu)  rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV 
tahun 2007, tanggal 31 Mei 2008 (di legalisir). 
- 1 (satu) rangkap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap desa 
sekabupaten gowa tahun anggaran 2007 (dilegalisir). 
- 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA BANK SULSEL dengan 
Nomor Nasabah : 13100010962, Nomor Rekening : 0131-
201-000009757-4, Nama Nasabah Desa Bontobiraeng Utara 
Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 28 Mei 2007 berserta lampiranya berupa 1 
(satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei 
2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 30 Agustus 2007 berserta lampiranya 
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berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 04 September 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 21 November 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 20 November 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 11 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 19 Desember 2007 yang telah di legalisir. 
- 1 (satu)  lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tertanggal 26 Desember 2007 berserta lampiranya 
berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran 
tertanggal 28 Desember  2007 yang telah di legalisir. 
  
Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti 
tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan di 
persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di 
bawah sumpah.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta di 
hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di 
peroleh fakta-fakta hukum.  
Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih 
dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti Dakwaan 
Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi, tapi apabila 
Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dibuktikan Dakwaan 
Subsidair.  
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa 
telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. 
, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Setiap orang. 
2. Secara melawan hukum.  
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi.  
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara.  
Menimbang bahwa UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur 
perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas 
sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan 
melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik 
sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 
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sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang 
mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana 
yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan.    
Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. pada perbuatan Terdakwa seperti uraian 
pertimbangan di atas. Dengan demikian maka Terdakwa 
dinyatakan pula telah terbukti melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan 
Subsidair.  
Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat 
Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena 
Nota Pembalaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan 
pembahasan unsur Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, unsur 
mana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana 
tersebut di atas, dan arena pertimbangan Majelis Hakim pada 
pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota 
Pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum 
Terdakwa haruslah di kesampingkan.  
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di 
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-
alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri maupun perbuatan 
Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari 
perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan 
bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya.  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  
Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  
pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana 
Korupsi. 
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya 
persidangan.  
- Terdakwa belum pernah di hukum.  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulangi lagi perbuatannya.  
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.  
Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan 
Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana yang 
bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana 
denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 
Terdakwa selain di jatuhi pidana penjara maka di haruskan pula 
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untuk membayar denda yang besarnya seperti tercantum dalam 
amar putusan. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dapat di kenakan kepada Terdakwa.  
Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No.31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan  
UU No.20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan 
adalah :  
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, 
termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana 
Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut. 
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
Tindak Pidana Korupsi. 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau 
dapat diberikan oleh Pemerintah kepada  
Terpidana. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara 
ini pernah ditahan, maka masa tahanan yang telah di jalani oleh 
Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di 
jatuhkan.  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi 
pidana maka Terdakwa patut di bebani untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar.  
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH 
Pidana, serta Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan. 
 
2.  Analisis Penulis 
 
Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara 
pada Putusan PT Makassar No.5 / Pid / 2011 PT.Mks. telah menggunakan 
pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Dimana pertimbangan yuridis 
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didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-
Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja 
pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, 
keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. 
Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang 
terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta 
kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana 
pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam 
putusan. 
 
Berdasarkan Analisis Penulis, Penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan yuridis yang di lakukan hakim telah sesuai. Namun, dari 
segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan 
hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. 
 
Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa 
Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan 
tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik 
(public service) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak 
maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan 
bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak 
mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi 
yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Bontobiraeng utara  
mendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk 
pembuatan drainase yang pastinya dapat menciptakan lingkungan 
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yang bersih serta sawah-sawah mereka dapat dialiri air dengan baik 
jika dana bantuan keuangan tersebut tidak di salah gunakan. 
 
Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa 
merupakan seorang Kepala Desa yang harusnya sebagai pemimpin 
desa ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan 
memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang 
tercela seperti korupsi ini. 
 
- Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan 
kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang 
tergolong dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang 
menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah 
hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 1 (satu) 
tahun dan denda Rp.55.404.454,- telah sesuai dengan batas 
minimum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH 
Pidana. 
, dan  menurut Penulis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 
ABDULLAH SAMAT SYAM DG NGASA tersebut sudah maksimal dan 
memenuhi rasa keadilan masyarakat utamanya masyarakat Desa 
Bontobiraeng Utara Kec.Bontonompo Kab.Gowa. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas, maka 
 
Penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
 
1. Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah 
dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 
No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi 
dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana 
korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci 
mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena 
korupsi. 
Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada 
dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Kerugian Keuangan Negara 
a.  Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat 
merugikan keuangan negara (pasal 2). 
b.  Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri 
sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3). 
2) Suap – menyuap 
a.  Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b). 
b.  Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13). 
c.  Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf 
a dan b). 
d.  Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan 
jabatannya (pasal 11). 
e.  Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a). 
f.    Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b). 
g.   Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2). 
h.   Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c). 
i.     Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d). 
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3) Penggelapan dalam jabatan 
a.   Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan 
penggelapan (pasal 8). 
b.   Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan 
administrasi (pasal 9). 
c.   Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a). 
d.   Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 
huruf b). 
e.   Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 
huruf c). 
4) Pemerasan 
a.   Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g). 
b.   Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 
huruf f). 
5) Perbuatan curang 
a.   Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a). 
b.   Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 
1 huruf b). 
c.   Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c). 
d.   Pengawas rekanan TNI atau Polri  membiarkan perbuatan 
curang (pasal 7 ayat 1 huruf d). 
e.   Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang 
(pasal 7 ayat 2). 
f.    Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan 
orang lain (pasal 12 huruf h). 
6) Benturan kepentingan dalam pengadaan 
a.   Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 
(pasal 12 huruf i). 
7) Gratifikasi 
 
Karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain 
atau korporasi serta adanya penyalahgunaan wewenang dan 
mengakibatkan kerugian negara pelaku korupsi Penyalahgunaan 
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Dana Desa dapat di tuntut dengan Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri 
, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang serta beberapa pasal lain 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 9 Tentang 
Pemalsuan dokumen Pasal 10 tentang Penggelapan Dokumen dan 
pasal 18 tentang Perampasan dan pengembalian hasil korupsi. 
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi juga menggunakan pasal 
dalam KUH Pidana antara lain Pasal 55 tentang turut serta dan 
pasal 64 tentang perbuatan berlanjut.  
 
2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan 
pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta 
persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, 
keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan 
terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga 
melakuan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar 
belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan 
terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab 
terdakwa. 
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B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan 
saran sebagai berikut : 
 
1. Berkaca dari Perkara Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa 
tersebut, marilah kita senantiasa untuk waspada terhadap bahaya 
korupsi, karena bila kita tidak waspada maka akan memberikan 
peluang bagi sang gurita koruptor dengan leluasa untuk melakukan 
penetrasi dan menggerogoti dana desa yang sejatinya ditujukan 
untuk pembangunan desa demi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Dengan semangat luhur bekerja untuk kemajuan bangsa 
dan negara, marilah kita budayakan rasa malu untuk melakukan 
korupsi dan dengan suara lantang mari kita bersuara “Katakan tidak 
untuk korupsi!”. Lakukan revolusi nurani dan tanamkan budaya 
“Berani Jujur HEBAT”. 
 
2. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang 
lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi 
merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang 
tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against 
humanity) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa 
(extra ordinary measures) demi menciptakan efek jera terhadap 
para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan 
bahwa sepantasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum 
melalui United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 
yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 
Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 
(UNCAC). 
 
3. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, 
bersama masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa 
Oleh Kepala Desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak 
dini. 
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